KPP PRATAMA KUPANG




KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Kupang merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran serta merupakan laporan pertanggungjawaban atas Rencana Kinerja
Tahunan Tahun 2024. LAKIN KPP Pratama Kupang terdiri dari Pendahuluan Laporan Kinerja

2024, Perencanaan Kinerja serta Akuntabilitas Kinerja. LAKIN ini disusun berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, yang merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal
Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak.

LAKIN KPP Pratama Kupang diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja
yang telah dilakukan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu mencapai
target penerimaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara melalui beberapa program dan rincian kegiatan.

Kupang, 31 Januari 2025
Kepala KPP Pratama Kupang,

Rimedi Tarigan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja disusun agar para pemangku kepentingan dapat menganalisa
sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuannya dan diharapkan mampu menyajikan
paparan kinerja organisasi terhadap sasaran strategis untuk mengidentifikasi area kinerja
yang perlu ditingkatkan dan menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya
yang dimiliki untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Dalam mencapai tujuan organisasi pasti menjumpai berbagai tantangan yang
harus dihadapi. Persepsi yang masih negatif terhadap petugas pajak, Wajib Pajak yang
belum mengenal sistem administrasi pajak yang baru, serta edukasi yang belum merata
juga menyebabkan Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Oleh karena itu, sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dan bentuk
pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai, KPP Pratama Kupang menyusun
Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 agar potensi dan tantangan yang dihadapi selama

tahun 2024 dapat dimitigasi sehingga tujuan organisasi tidak terhambat di tahun berikutnya.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang
memiliki tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum.
Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan
melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sesuai pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi



dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kupang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.

b.

analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang

KPP;

. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;

. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Waijib

Pajak;

. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;

. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak

maupun masyarakat;

. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan

perpajakan;

. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan

eksternal;

. pemutakhiran basis data perpajakan;

. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;

. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan

pelaksanaan administrasi kantor.



Dalam hal struktur organisasi, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor KEP-146/PJ/2021 struktur organisasi KPP Pratama Kupang terdiri dari:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal,

Seksi Penjaminan Kualitas Data;

Seksi Pelayanan;

Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;

Seksi Pengawasan I;
Seksi Pengawasan lI;
Seksi Pengawasan llI;
Seksi Pengawasan 1V,
Seksi Pengawasan ;
Seksi Pengawasan VI,
KP2KP Kalabahi;
KP2KP Baa,;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah diamanatkan,

diperlukan dukungan sumber daya manusia yang akan menjalankan program dan kegiatan,

serta diperlukan dukungan sumber keuangan guna membiayai program dan kegiatan

tersebut. Jumlah sumber daya manusia di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kupang sebanyak 107 pegawai dengan sebaran sebagai berikut :

Pelaksana

40.2%

Eselon IV
11.2%

Fungsional
15%

Account Representative
32.7%

SLTA
4.7%

Magister
15%

Sarjana
35.5%

Diploma i
28%

Diploma |
16.8%



Usia 51s.d.60
9.3%

Usia 20 s.d. 30 Perempuan
31.8% 33.6%

Usia 41 5.d.50
18.7%

Laki - laki
66.4%

Usia 31 s.d, 40
40.2%

C. Sistematika Laporan

Sistematika laporan yang digunakan dalam Laporan Kinerja KPP Pratama Kupang
Tahun 2024 adalah :
1.  Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang
sedang dihadapi organisasi.
2. Perencanaan Strategis
Diuraikan ringkasan/ikhtisar dari Perencanaan Strategis yang menguraikan
amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam Renja/RKA
tahun 2024, dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan Proses
penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024.
3. Akuntabilitas Kinerja
Menguraikan capaian kinerja KPP Pratama Kupang selama tahun 2024
dengan membandingkan target awal tahun dan realisasi di akhir tahun, juga kinerja
selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan
mengenai realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta



realisasi anggaran terkait isu tematik APBN. Bab ini juga menguraikan efisiensi
penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024
yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia,
organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari
efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.
Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.



BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam Diktum keempat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020
tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun
2020 - 2024 disebutkan bahwa unit Eselon Il di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
wajib menjabarkan lebih lanjut Renstra DJP Tahun 2020—2024 ke dalam rencana
strategis Unit Eselon Il masing-masing, yang berupa program kerja strategis dengan
menetapkan indikator kinerja (target) tahunan yang menggambarkan tahapan

pencapaian target sampai dengan tahun 2024.

Tema kebijakan fiskal tahun 2024 yaitu mempercepat Transformasi Ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan, digunakan strategi kebijakan fiskal jangka pendek akan
fokus pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), pengahapusan kemiskinan ekstrem,

penurunan prevalensi stunting dan peningkatan investasi.

Sedangkan untuk strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang
difokuskan pada penguatan kualitas SDM (human capital), mengakselerasi
pembangunan infrastruktur (physical capital) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai
tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (natural capital) serta penguatan

reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (institutional reform).



a. Visi dan Misi

VISI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah

“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun
Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang
Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi

Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk
Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan

Berkeadilan”

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

“Menjadi KPP terbaik sebagai mitra tepercaya pembangunan bangsa untuk
menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi

perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan”.

MISI
Untuk mencapai visi yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Pajak telah

merumuskan misi yaitu:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi
Indonesia;

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan Dberkualitas dan
terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan
hukum yang adil; dan

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi
yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional,

dan bermotivasi.



Untuk mencapai visi yang ditetapkan, KPP Pratama Kupang telah

merumuskan misi yaitu:

1. Melaksanakan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi
Indonesia.

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan
terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan
hukum yang adil.

3. Melaksanakan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi
yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas,

profesional, dan bermotivasi.

a. Tujuan
Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut dan dengan memperhatikan
faktor-faktor pendukung yang dimiliki, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kupang telah menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

a. Merealisasikan rencana penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Kupang;

b. Meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak;

c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak; dan

d. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.

b. Sasaran Strategis
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai

sebagai berikut:

a. Tercapainya rencana penerimaan pajak;

b. Meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak;
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c. Tercapainya pelayanan prima kepada Wajib Pajak;

d. Memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan profesional di bidang

teknis perpajakan dan di bidang pelayanan kepada masyarakat; dan

e. Terwujudnya administrasi perpajakan berbasis teknologi.

c. Strategi

Kebijakan dan program yang ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan

dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana strategis yang berupa:

1. Kebijakan
a. Penegakan Hukum (Law enforcement);
b. Pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak tertentu;
c. Peningkatan kualitas dan pelayanan kepada Wajib Pajak;
d. Peningkatan kualitas SDM;
e. Peningkatan tertib administrasi; dan
f.  Tax Massive campaign through mass media.
2. Program

Program untuk dapat melaksanakan penegakan hukum yang berupa:

a.

b.

C.

d.

Tindak lanjut atas alat keterangan dan himbauan;
Pelaksanaan pemeriksaan;
Usulan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan; dan

Penagihan aktif.

3. Program untuk Meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak:

a.

b.

C.

Pengawasan atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT);
Pengawasan pembayaran masa;

Pengawasan pengujian kepatuhan material; dan
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d. Peningkatan peranan Account Representative dan penambahan jumlah

Wajib Pajak yang diawasi.

4. Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak :
a. Ketepatan janji waktu pelayanan;
b. Sosialisasi aturan perpajakan secara terus menerus; dan

c. Kemudahan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

5.  Program untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia :

a. Penguasaan teknis perpajakan, administrasi dan pelayanan;

b. Penyelenggaraan Internal Corporate Value (ICV) dan In House Trainning
(IHT) dan mengefektifkan pelaksanaan forum Account Representative,
forum Fungsional, pertemuan bulanan seluruh pegawai;

c. Pendayagunaan sarana dan prasarana; dan

d. Evaluasi pelaksanaan tugas dan tindaklanjutnya melalui rapat pembinaan.

6. Program untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalamadministrasi

perpajakan:

a. Pelayanan online satu pintu (https://pajakkupang.instabio.cc/);

b. Pembentukan dan pemanfaatan pusat data;

c. Administrasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan
administrasi manual;

d. Melakukan kegiatan penagihan pajak, pengawasan, dan pemeriksaan pajak
secara online; dan

e. WhatsApp billing dan SMS billing guna membantu Wajib Pajak yang berada
jauh dari kantor untuk membantu pembuatan kode billing by system guna

memperlancar penyetoran pajak.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja sebagai salah satu bentuk komitmen pimpinan unit kerja

dalam mencapai target-target yang diamanatkan bahkan yang tercantum dalam

dokumen Renstra Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Pimpinan unit mencakup 4

perspektif yaitu Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process

Perspective, Learning & Growth Perspective. Perjanjian tersebut mencakup 10 sasaran

strategis yaitu, sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

10)

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;

Edukasi dan pelayanan yang efektif;

Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
Pengujian kepatuhan material yang efektif;
Penegakan hukum yang efektif;

Data dan informasi yang berkualitas;

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif; dan

Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Dokumen Perjanjian Kinerja kepala KPP Pratama Kupang tahun 2024 (dapat di

lihat pada bagian akhir lampiran Laporan Kinerja ini).
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja meliputi pengukuran dan evaluasi kinerja serta analisis
pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan atas pelaksanaan

kegiatan/program/kebijakan yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama (IKU) dan capaian

indikator kinerja utamanya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja KPP Pratama Kupang diukur dari empat sudut pandang (perspective),
yaitu Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Proccess Perspective,
dan Learning & Growth Perspective. Masing-masing perspektif dijabarkan ke dalam

sasaran-sasaran strategis. Masing-masing sasaran strategis kemudian diukur dengan

satu atau lebih indikator kinerja utama (IKU).

OVER VIEW NILAI KINERJA ORGANISASI S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Lingkup Perspektif Bobot Bobot Capaian
® ® p—
® Stakeholder Perspective _l—m
—
a8 Customer Perspective m_ 20,89
—
I_,,@ Perspective
—
Learning & Growth m— 28,44
' Perspective

Nilai Kinerja Organisasi 108,38 '

Gambar 3.1 Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kupang berdasarkan lingkup Perspektif
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A. Stakeholder Perspective
Pada bagian ini, kinerja KPP Pratama Kupang diukur dari sudut pandang
para pemilik kepentingan, yaitu pemerintah. Terdapat satu sasaran strategis dalam

perspektif ini.

Sasaran Strategis 1 : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
Sasaran Strategis 1 terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja utama yang

mengukur kinerja penerimaan berdasarkan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak,

dan Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi

Perencanaan Kas.

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Q4

100%

100%

73,00%

Target 41,00% | 41,00% | 73,00%

REEIREEIN 15,62% | 38,80% | 38,80% | 63,03% | 63,03% | 100.50% | 100.50%

Capaian 97,63 94,63 94,63 86,34 86,34 100.50 100.50

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P
melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan
Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan

penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU
Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan

pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan

15



Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga
(SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan
(SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi
penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam
Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara
manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.
Catatan: Penerimaan Wajib Pajak dari awal tahun sampai dengan
pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan Wajib Pajak

dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak

100%

Target penerimaan pajak

d. Realisasi IKU

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak 2024

Realisasi s.d 31 Desember (dalam triliun rupiah)
% Growth | % Growth |% Pencapaian | % Pencapaian
No Kelompok Pajak Target 2024| 2023 | 2024 2023 2024 2023 2024
A [PPh Non Migas 937,06| 816,82| 942,06 3,14 15,33 98,58 100,53
B |PPN & PPnBM 757,18| 766,93| 759,56 19,39 -0,96 112,93 100,31
C |PBB 2,39 1,99( 02,41 228,73 21,52 152,71 101,04
D [Pajak Lainnya 22,56| 22,68 23,78 -13,25 4,88 90,99 105,42
E |PPh Migas 0 0| 0,0001 100 0 0 0
F |PPh DTP 0, 0,7 -66,86 0
Total Non PPh Migas 1719,19(1609,11(1727,82 10,06 7,22 104,90 100,50
Total termasuk PPh Migas 1719,19(1609,11|1727,82 10,06 7,22 104,90 100,50

Realisasi penerimaan pajak yang dicapai oleh KPP Pratama
Kupang tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.727.817.621.290 (angka sebelum
rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah). Angka tersebut telah
melampaui target yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Nusa Tenggara sebesar Rp1.719.188.387.000 atau tercapai 100.50%.
Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 7,22%, dimana mengalami
penurunan dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar

10,06%. (Sumber Appportal DJP 15 Januari 2025).

16




Tabel Realisasi Penerimaan per Jenis Pajak 2024

d De b
0 e Paja arget 2024 A% A% % Pencapaia % Pencapaia
0 024
0 0 0 024 0 024
A |PPh Non Migas 937,06 816,82| 942,06 2,91 15,33 98,58 100,53
1. [PPhPs21 397,44 337,14| 432,31 9,15 28,23 97,52 108,77
2. |PPhPs22 39,94 32,64| 37,15 10,62 13,82 134,85 93,01
3. |PPh Ps 22 Impor 0,57 3,69 0,53 333,79 -85,55 515,00 93,01
4. |PPh Ps 23 53,05 40,02 49,52 9,37 23,72 118,82 93,33
5. |PPh Ps 25/29 OP 21,52 12,64| 30,01 -7,09 137,42 103,70 139,46
6. |PPh Ps 25/29 Badan 209,91 188,94| 196,56 54,90 4,03 145,29 93,64
7. |PPhPs 26 4,35 4,32 4,04 41,59 -6,37 124,84 92,96
8. |PPh Final 210,26 197,43| 191,93 -29,29 -2,79 70,88 91,28
9. |PPh Non Migas Lainnya 0,01 0, 0,01 0| 2073,66 0,00 93,01
B |PPN dan PPnBM 757,18 766,93| 759,56 19,92 -0,96 112,93 100,31
1. |PPN Dalam Negeri 755,37 752,33| 757,74 18,49 0,72 112,94 100,31
2. |PPN Impor 1,14 13,12 1,15 490,83 -91,27 109,59 100,38
3. |PPnBM Dalam Negeri 0,47 0,88 0,47 24,96 -46,02 124,48 100,38
4. |PPnBM Impor 0,0004 0,00001| 0,0004 -99,65| 3134,31 106,06 100,44
5. |PPN/PPnBM Lainnya 0,19 0,59 0,19 -64,03 -67,63 185,48 100,18
C |PBB 2,39 1,99 2,41 228,73 21,52 152,71 101,04
D |Pajak Lainnya 22,56 22,68| 23,78 -13,25 4,88 90,99 105,42
E |PPh Migas 0 0 0, -100 0 0 0,00
F |PPh DTP - 0,7 -65,66 0
Total Non PPh Migas 1719,19 1609,11(1727,82 10,06 7,22 104,90 100,50
Total termasuk PPh Migas 1719,19 1609,11(1727,82 10,06 7,22 104,90 100,50

Mayoritas jenis pajak dalam kelompok PPh Non Migas tumbuh
positif pada periode ini, dengan kontribusi terbesar PPh Pasal 21 dengan
nilai 432,31 M (growth 15,33%) diikuti oleh PPh Pasal 25/29 Badan dengan
nilai 196,56% (growth 4,03%) dan PPh Final dengan nilai 191,93 M (growth
-2,79%). Tiga besar penopang penerimaan kinerja penerimaan KPP
Pratama Kupang adalah PPN dengan nilai 757,74% (growth 0,72%) diikuti
oleh PPh Pasal 21 dengan nilai 432,31 M (growth 15,33%) dan PPh Pasal

25/29 Badan dengan nilai 196,56% (growth 4,03%).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase
Realisasi
. 95,48% 98,88% 136,78% 104,90% 100,50%
Penerimaan
Pajak

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2020 s.d Tahun 2024
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Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada
tahun 2024 menurun dibandingkan realisasi pada dua tahun sebelumnya.
Beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pengembalian pagu anggaran belanja modal satker bendahara besar
sebesar 1,1 T pada triwulan IV dengan potensial loss penerimaan pajak
sebesar 133 M;

2. Pagu Anggaran Satker Bendahara sebesar 678 M tidak dapat terserap di
tahun 2024 dengan potensial loss penerimaan pajak sebesar 42 M;

3. Keterlambatan penyelesaian kontrak dan pergeseran penyelesaian
sebagian pembayaran tagihan ke tahun 2025;

4. Kurangnya monitoring pemanfaatan data prioritas.

3. Perbandingan antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana
Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 Dengan Target dan
Realisasi IKU Tahun Y

Dokumen Perencanaan Kinerja

Target Target
Tahun Tahun : :
2024D|Rj]e|:)nstra 2024 2024 pada Realisasi

RPIMN PK

Nama IKU Target Tahun

Persentase Realisasi

) ) 100% - 100% 100,50%
Penerimaan Pajak

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2020 s.d Tahun 2024

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak
menggambarkan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kupang. Dihadapkan
dengan kenyataan adanya perubahan pagu anggaran belanja modal satker
bendahara besar pada triwulan IV namun tetap melakukan upaya maksimal
mencari sumber pengganti penerimaan dengan mempertajam pengawasan dan

pemeriksaan.
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4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar
nasional

Target Standar Nasional Realisasi Tahun

Nama IKU

Tahun 2024 (APBN) 2024

Persentase Realisasi

Penerimaan Pajak

100% 100,46% 100,50%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2020 s.d Tahun 2024

Penerimaan pajak KPP Pratama Kupang sampai dengan akhir

Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi

dengan kinerja jenis pajak utama yaitu PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21 dan

PPh Pasal 25/29 Badan yang mengalami pertumbuhan positif.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula

tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri.

5. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU

e Analisis upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kupang untuk

menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah

mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a.

Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong Account
Representative melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan

pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.

. Pengumpulan Data Internal dan menentukan skala prioritas

pemanfaatan data yang mudah untuk menghasilkan fresh money.

Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.

. Melakukan manajemen pengembalian pendahuluan.

. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor

usaha tertentu.
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e Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang
menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi
pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut
antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak secara
umum didorong oleh aktivitas audiensi dan koordinasi dengan
beberapa satker bendahara besar dan aktivitas pengawasan
kepatuhan material. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian
penerimaan pajak, antara lain :

1) Pengawasan Waijib Pajak Bendahara Besar yang menjadi
penentu penerimaan pajak; dan

2) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh Account
Representative yang efektif.

3) Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Penerimaan Pajak
yang melibatkan seluruh Kepala Seksi dan Supervisor sehingga
mampu mengawal upaya tindaklanjut data yang potensial.

4) Percepatan penyelesaian pemeriksaan untuk wajib pajak

dengan potensi besar dan memiliki kemampuan bayar yang

tinggi.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui,

terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
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1) Terlambatnya informasi terkait adanya pengembalian pagu
anggaran belanja modal satker bendahara besar penentu
penerimaan;

2) Pemanfaatan data internal kurang optimal di semester pertama;

3) Tren restitusi maupun pengembalian pendahuluan yang semakin

meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya
faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
adalah:

a) Meningkatkan koordinasi dengan satker bendahara besar penentu
penerimaan untuk mendorong percepatan penyelesaian tagihan;

b) Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai
dengan akhir tahun dapat tercapai dengan pemantauan dan evaluasi
oleh Kantor Wilayah atas evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak;

¢) Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM dan melakukan
evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun dalam
tahun berjalan;

d) Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi
lanjutan berdasarkan analisis wajib pajak penentu penerimaan dalam
rangka pengamanan penerimaan pajak; dan

e) Mengoptimalkan kinerja seluruh Kepala Seksi dan Supervisor dalam
wadah Satuan Tugas Pengamanan Penerimaan Pajak dalam
mengawal tindaklanjut data potensial dan koordinasi dengan

bendahara besar.
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e Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan
melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah
efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan inventarisasi kebutuhan belanja operasional secara tepat
dan akurat.

b. Melakukan revisi anggaran yang tidak terserap untuk dapat
dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan operasinal dan belanja
modal yang mendukung upaya pelayanan wajib pajak.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang

akan dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari
program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024.
Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang
dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Kegiatan
Pengumpulan Data Lapangan.

b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan terhadap
wajib pajak penentu penerimaan terutama yang memiliki data internal
besar untuk ditindaklanjuti sehingga kegiatan pengawasan yang
dilakukan lebih terarah.

c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pencarian data.
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d. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam

rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan
melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi
penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan
memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan
sosialisasi kepada Wajib Pajak.

b) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat di mitigasi
dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak melaui

penyuluhan, media massa dan media social.

e Manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality,
Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)

a. Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and
Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan
gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah
disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum
serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang

disabilitas.
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c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial
bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program

jaring pengaman sosial.

e Upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender,

pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat
memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai
infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap
golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi
yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang
mendukung pemberdayaan perempuan dan  mengurangi
ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di
wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi

serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun 2025
e Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Penerimaan yang melibatkan
seluruh Kepala Seksi dan Supervisor.
e Pendampingan Account Representative oleh atasan langsung dan
Satgas Penerimaan Pajak dalam :
a. Pemilihan prioritas data

b. Kunjungan visit ke lokasi domisili maupun lokasi usaha wajib pajak
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f.

Tindaklanjut data pemicu terutama Automatic Exchange
Information, data penguiji, LHA, data keuangan, faktur pajak 000
Analisa potensi, penyusunan kertas kerja analisa, penerbitan LHPt
dan SP2DK

Konseling dan klarifikasi/konfirmasi ke Wajib Pajak serta penerbitan
LHP2DK

Mirroring Hasil Pemeriksaan

¢ Pengawasan yang intensif terhadap 500 wajib pajak penentu penerimaan

menggunakan dashboard pemantauan.

e Fokus Penggalian potensi pada beberapa sektor utama diantaranya :

a.

b.

C.

d.

e.

High Wealth Individual
Perdagangan Besar

Jasa Keuangan

Transportasi dan Pergudangan

Pariwisata dan Perhotelan.

e Peningkatan kompetensi teknis dan komunikasi untuk Account

Representative dan Pemeriksa Pajak melalui :

a.

Sharing Session Penggalian Potensi Pajak yang dilaksanakan
setiap hari selama 3 minggu di bulan Januari 2025 dan 2 minggu
sekali setiap bulannya mulai pukul 15.30 WITA diikuti oleh seluruh
Kepala Seksi, Pemeriksa Pajak dan Account Representative
Kelas Pajak untuk pembekalan penggalian potensi sektor tertentu
melalui bedah wajib pajak dan studi kasus

IHT pencarian dan pemanfaatan data

IHT Comunication Persuasive

IHT Peraturan Perpajakan

IHT Teknik Pengamatan

IHT Pemeriksaan
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e Pengawasan pemenang proyek dari dana APBN/APBD;

e Penerbitan Surat Tagihan Pajak (Tetap menerbitkan STP atas
pembayaran/pelaporan yang tidak masuk dalam dafnom);

¢ Pemantauan Realisasi Penerimaan Pajak melalui situs Appportal;

e Penyusunan secara periodik database penunggak pajak yang memuat
informasi antara lain mengenai jumlah piutang, profil WP, tindakan
penagihan yang sudah dilakukan dan kemampuan bayar;

e Melaksanakan pemlokiran akses SABH Kemenkumham; dan

¢ Mengirimkan WA Blast pemberitahuan adanya tunggakan pajak.

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas.

1. Perbandingan antaratarget awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Q3 sd.Q3 Q4
100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
Realisasi 88,10 | 96,43 | 96,43 | 99,86 | 9986 | 97,11 | 97,11
Capaian 88,10 | 96,43 | 96,43 | 99,86 | 99,86 | 97,11 | 97,11

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P
melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan
Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan

penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi

perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu Persentase realisasi
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pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan Persentase deviasi akurasi
perencanaan kas. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak
bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan
bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan
bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing
komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan
antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit
kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi
penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara
satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja
tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun
berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan
(t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1)
dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun
berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan
(t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1)
dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi
penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam
Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara
manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.
diadministrasikan di KPP baru.

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi

dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan
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pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk
penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan
penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat
non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri
belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana
desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan
merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan
proyeksi riill terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat
direalisasikan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard
deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam
suatu waktu tertentu < 8%.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila
perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas
dalam suatu waktu tertentu < dari 8%.

Direktorat Jenderal Pajak hanya mengampu komponen deviasi
penerimaan kas (penerimaan pajak).Deviasi penerimaan kas pada unit
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah deviasi penerimaan
kas (penerimaan pajak) nasional.Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil
dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di

lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi

perencanaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) +

(50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)

Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks. 120).
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d. Realisasi IKU
Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak
bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yang dicapai oleh KPP Pratama
Kupang tahun 2024 adalah sebesar 97,11 dimana capaian ini masih belum
memenuhi target yang diamanatkan sebesar 100. (Sumber Mandor-djp

DJP,15 Januari 2025).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja
tahun sebelumnya

Nama IKU Realisasi Realisasi
Tahun 2023 Tahun 2024

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan 112.83
pajak bruto dan deviasi proyeksi ' 97,11
perencanaan kas

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2023 dan Tahun 2024

Penurunan realisasi IKU ini disebabkan tidak adanya metode yang
benar-benar tepat untuk menghitung prognosa penerimaan pajak, sehingga
diperlukan beberapa penyesuaian untuk mencapai deviasi proyeksi
perencanaan kas < 8% dan mencapai IKU sebesar 100% disamping itu pula
adanya kesulitan dalam memperoleh data realisasi penyerapan anggaran
secara realtime dari Wajib Pajak Bendahara/lnstansi Pemerintah, meskipun

koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait sudah berjalan baik.

Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada
adalah dengan menggunakan metode pertumbuhan rata-rata 5 tahun, dengan
penyesuaian menambah atau mengurangi atas pembayaran pajak besar di
akhir bulan yang tidak rutin (anomali) setelah ada jawaban konfimasi dari

pembayar pajak dimaksud.
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3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU

Deviasi prognosa yang besar sering disebabkan oleh adanya metode
pengolahan data yang kurang akurat dan anomali data pembayaran. Kondisi ini
menyebabkan adanya ketidakpastian sajian data dan mengurangi keyakinan
dalam pengambilan keputusan.

KPP Pratama Kupang senantiasa melakukan perbaikan penggunaan
metode dan penyajian data dengan melakukan konfirmasi atas data anomali
pembayaran wajib pajak penentu penerimaan.

4. Rencana aksi tahun 2025

o Koordinasi dan Monitoring pelaksanaan pengawasan pembayaran
terhadap masa Wajib Pajak Besar bendaharawan
APBN/APBD/Desa/Kelurahan;

¢ Permintaan Prognosa PKM ke Seksi Pengawasan dan PKM P2 Seksi P3
dan FPP;

e Permintaan Prognosa Restitusi ke Seksi Pelayanan;

e Penyusunan Prognosa Bulanan;

¢ Input Prognosa Bulanan ke Aplikasi Renpen;

¢ Penyusunan secara periodik database penunggak pajak yang memuat
informasi antara lain mengenai jumlah piutang, profii WP, tindakan
penagihan yang sudah dilakukan dan kemampuan bayar;

o Melaksanakan pemlokiran akses SABH Kemenkumham; dan

¢ Mengirimkan WA Blast pemberitahuan adanya tunggakan pajak.

B. Customer Perspective
Dalam perspektif ini, kinerja dihubungkan dengan pemberian layanan dan
pemenuhan kewajiban oleh customer, yaitu Wajib Pajak-Wajib Pajak yang terdaftar

di KPP Pratama Kupang. Pada bagian ini, terdapat dua sasaran strategis.
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Sasaran Strategis 2: Kepatuhan Tahun Berjalan yang tinggi dan Kepatuhan
tahun sebelumnya yang tinggi.
Kinerja pada Sasaran Strategis 2 kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu sebagai berikut:

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan
pembayaran masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Q1 ‘ Q2 Q3

T/R ‘
Target 16,00% | 41,00% | 41,00% | 73,00% | 73,00% | 100,00% | 100,00%
Realisasi 15,05% | 38,12% | 38,12% | 64,49% | 64,49% | 100,53% | 100,53%

Capaian 94,06% | 92,98% | 92,98% | 88,34% | 88,34% | 100,53% | 100,53%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak
pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung

pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan
oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang
mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak
Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala

Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang
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ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka
Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi
Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala
Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan

ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM
x 100%

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM

d. Realisasi IKU
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM sebesar Rp.
1.592.070.348.159. Angka ini telah melampaui target yang ditetapkan oleh
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara sebesar Rp
1.583.675.337.000 atau tercapai 100.53% (Sumber Mandor-djp DJP, 15

Januari 2025).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja
Lima tahun sebelumnya.

Realisasi Realisasi Realisasi @ Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase
realisasi
penerimaan
pajak dari
kegiatan
pengawasan
pembayaran
masa (PPM)

- 97,89% 142,44% 105,56% 100,53%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2021 s.d. Tahun 2024
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Capaian realisasi kegiatan PPM sebesar 100,53% di tahun 2024
mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 105,56%. Kondisi ini
disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengembalian pagu anggaran belanja modal satker bendahara besar
sebesar 1,1 T pada triwulan IV dengan potensial loss penerimaan pajak
sebesar 133 M.

2. Pagu Anggaran Satker Bendahara sebesar 678 M tidak dapat terserap di
tahun 2024 dengan potensial loss penerimaan pajak sebesar 42 M.

Upaya yang dilakukan dalam mencari alternatif penerimaan PPM
pengganti untuk potensial loss adalah sebagai berikut :

1) Membentuk Satgas Pengamanan Penerimaan Pajak yang melibatkan
seluruh Kepala Seksi dan Supervisor.
2) Melakukan koordinasi kepada Satker Bendahara besar penentu

penerimaan untuk memastikan prognosa penerimaan pajak aman.

3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU

Meskipun target penerimaan pajak dari kegiatan PPM berhasil
melampaui target akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun
sebelumnya mengalami penerunan. Pengembalian pagu anggaran belanja
modal satker bendahara besar sebesar 1,1 T menjadi pukulan berat bagi KPP
Pratama Kupang karena informasi tersebut baru diketahui pada triwulan IV.
Kondisi ini tentu memberikan tantangan besar untuk upaya pencarian sumber
penerimaan pengganti. Koordinasi dengan satker bendahara besar lainnya
menjadi prioritas utama untuk memastikan percepatan pembayaran tagihan
dan menghindari keterlambatan pembayaran lewat tahun satker bendahara

besar penentu penerimaan.
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4. Rencana aksi tahun 2025:
¢ Pengawasan yang intensif terhadap 500 wajib pajak penentu penerimaan
menggunakan dashboard pemantauan.

e Fokus Penggalian potensi pada beberapa sektor utama diantaranya :
a. High Wealth Individual
b. Perdagangan Besar
c. Jasa Keuangan
d. Transportasi dan Pergudangan
e. Pariwisata dan Perhotelan

e Koordinasi dan Monitoring pelaksanaan pengawasan pembayaran
terhadap masa Wajib Pajak Besar bendaharawan
APBN/APBD/Desa/Kelurahan;

¢ Membuat Raport Desa dan mengirimkan ke instansi terkait sehubungan
dengan penggunaan Dana Desa;

o Mengadakan bimbingan dan/atau Sosialisasi kepada WP yang terkait
dengan pemotongan/pemungutan pajak;

¢ Membuat konten kehumasan dengan campaign-campaign yang mudah
dimengerti dan dipahami yang disesuaikan oleh setiap lini target customers
(Wajib Pajak atau masyarakat);

o Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembinaan Wajib Pajak Usaha Kecil
dan Menengah (UKM) melalui program Business Development Services
(BDS) agar mendorong perkembangan usaha para pelaku UKM,;

o Menyampaikan imbauan penyetoran/pembayaran pajak masa secara
massal (email/lsms/wa blast atau media lainnya) sebelum tanggal

pembayaran dan pelaporan.
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IKU Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

. .d. Yearly

Target 60,00% 80,00% 80,00% 90,00% 90,00% 100,00% | 100,00%

SCEURERM 104,65% | 115,50% | 115,50% | 117,09% | 117,09% | 120,12% | 120,12%

(O To:1EIaM 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-1V Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak
pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung

pencapaian penerimaan pajak yang optimal

b. Definisi IKU

1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh
WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT
Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi
dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT
Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu  tahun
pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;

b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi
Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan

oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024
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termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir
penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT
Tahunan PPh).

4) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi
dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai
kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk:
bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor
Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang
diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya
yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT
Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota
Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5) kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam
pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang
jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4
UU KUP.

6) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024
adalah sebagai berikut:

a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun
2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk
dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT
Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau
selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk

dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1;
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7) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit
Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan
Penilaian berdasarkan jumlah WP wajib SPT pada unit tersebut;

8) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang
menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta
Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan

melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT) waktu oleh WP wajib SPT X 100%

[ (1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang  + jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat

Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023

d. Realisasi IKU
IKU ini mengukur jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang
disampaikan WP Badan dan WP Orang Pribadi yang wajib menyampaikan
SPT Tahunan ke KPP Pratama Kupang. Pada tahun 2024, terdapat 64.892
melaporkan SPT Tahunan dari Target 60.279 SPT Tahunan. Dari jumlah
tersebut, persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak telah mencapai realisasi
maksimal di angka 120.00% sejak triwulan pertama hingga akhir triwulan

dalam tahun berjalan. (Sumber Mandor-djp DJP, 15 Januari 2025).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja
lima tahun sebelumnya.

Realisasi | Realisasi | Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase tingkat
kepatuhan
penyampaian SPT
Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan dan
Orang Pribadi

116,41% | 102,73% | 103,08% | 100,53% | 120,12%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2020 s.d. Tahun 2024
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Capaian IKU peresentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan
PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 sebesar 120,12%
dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan disbanding tahun 2023

dengan capaian 100,53%.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian ini adalah sebagai

berikut :

1) Penambahan alokasi pegawai untuk melakukan asistensi pelaporan SPT
Tahunan.

2) Koordinasi dengan satker dengan jumlah pegawai yang banyak untuk
dilakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan pegawainya.

3) Membuka pojok pajak di tempat — tempat strategis untuk asistensi

pelaporan SPT Tahunan.

3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase  tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
bukanlah satu hal yang mudah. Kondisi budaya dan tingkat pemahaman wajib
pajak atas sarana pelaporan elektronik yang masih kurang mengharuskan KPP
Pratama Kupang mengalokasikan sumber dayanya untuk melakukan asistensi
pelaporan SPT Tahunan. Dengan keterbatasan jumlah pegawai tentunya akan
mempengaruhi penyelesaian tugas utama KPP Pratama Kupang dalam
melakukan pengawasan kepatuhan material wajib pajak dan tugas pelayanan

lainnya.

4. Rencana aksi tahun 2025:

o Melakukan pembentukan Satuan Tugas SPT Tahunan yang terdiri dari

seluruh pegawai;
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o Melakukan imbauan penyampaian SPT Tahunan, jemput bola, peyuluhan
lebih awal dan penerbitan bukti potong PPh Pasal 21 melalui pemberi
kerja baik Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta;

o Melakukan kegiatan WA Blast imbauan penyampaian SPT Tahunan Blast
kepada Wajib Pajak;

o Melakukan kegiatan asistensi penerimaan SPT Tahunan di luar kantor;

e Melakukan Kkegiatan sosialisasi, kehumasan, serta pemasangan
spanduk/baliho, umbulumbul yang berisi himbauan untuk melaporkan
SPT Tahunan dan social media massive campaign;

e Membuat press release terkait imbauan penyampaian SPT Tahunan WP
OP dan Badan

e Penerbitan Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang belum/tidak lapor SPT
Tahunan.

» Melaksanakan Pekan Panutan

e Sosialisasi tentang Penyampaian SPT Tahunan

Sasaran strategis Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi diukur dengan satu

Indikator Kinerja Utama yaitu:

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan
Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sm.1

TIR ‘ Q1 Q2 Q3

Target 50,00% | 50,00% | 75,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00%

RCEUREEIN 20,42% | 48,73% | 48,73% | 49,01% | 49,01% | 100,17% | 100,17%

(OETETEMN 81,69% | 97,46% | 97,46% | 65,35% [ 65,35% | 100,17% | 100,17%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-IV Tahun 2024
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a. Deskripsi Sasaran Strategis

b.

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak
sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan

penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan
Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor
Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur
tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala
Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang
ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka
Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi
Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala
Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan

ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

d.

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM
x 100%

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM

Realisasi IKU
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan

Material (PKM) tahun 2024 adalah sebesar Rp. 135.747.273.13. Angka ini
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melampaui target yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Nusa Tenggara sebesar Rp. 135.513.050.000 atau tercapai 100.17%

(Sumber Mandor-djp DJP, 15 Januari 2025).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja
lima tahun sebelumnya.

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi | Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase realisasi
penerimaan pajak
dari kegiatan
Pengujian
Kepatuhan Material
(PKM)

- 114,69% | 98,72% 96,42% | 100,17%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2021 s.d. Tahun 2024
Capaian IKU persentase reaslisasi penerimaan pajak dari kegiatan
Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar 100,17% untuk tahun 2024
mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 96,42%. Untuk dapat
mencapai IKU ini tentunya banyak kendala yang dihadapi diantaranya :

a. Data internal DJP di luar Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tidak
dimanfaatkan oleh seluruh Account Representative karena adanya
prioritas menyelesaikan DPP.

b. Tindaklanjut data tidak dilakukan monitoring secara hierarki dan
berkelanjutan.

c. Adanya Rapor Kilnerja Account Representative yang menjadikan
sebagian besar Account Representative lebih memilih meningkatkan
perolehan point daripada nilai material penerimaan pajak.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kupang dalam mencapai IKU ini
adalah :
a. Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Penerimaan yang

melibatkan seluruh Kepala Seksi dan Supervisor.
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b. Pendampingan Account Representative oleh atasan langsung dan

Satgas Penerimaan Pajak dalam :

Pemilihan prioritas data

Kunjungan visit ke lokasi domisili maupun lokasi usaha wajib
pajak

Tindaklanjut data pemicu terutama Automatic Exchange
Information, data penguji, LHA, data keuangan, faktur pajak
000

Analisa potensi, penyusunan kertas kerja analisa,
penerbitan LHPt dan SP2DK

Konseling dan Kklarifikasi/konfirmasi ke Wajib Pajak serta
penerbitan LHP2DK

Mirroring Hasil Pemeriksaan

c. Peningkatan kompetensi teknis dan komunikasi untuk Account

Representative yang memiliki data potensi besar.

d. Fokus Penggalian potensi pada jenis pajak PPh Pasal 25/29 OP dari

wajib pajak High Wealth Individual dan jenis pajak PPN dari data

kelebihan kompensasi PPN.

e. Percepatan penyelesaian pemeriksaan pajak untuk wajib pajak yang

memiliki potensi besar dan kemampuan bayar yang tinggi.

f. Percepatan penyelesaian DPP dan SP2DK Outstanding.

3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU

Pencapaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan salah satu IKU yang paling

menantang. Ketepatan strategi dan kemampuan menentukan skala prioritas

penentuan sektor wajib pajak yang akan dilakukan pengawasan kepatuhan

material menjadi sangat penting. Kemampuan ini juga memberikan kemudahan
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bagi manajerial dalam memberikan arahan kepada anggota timnya untuk
secara masif melakukan pengawasan di sektor yang menjadi prioritas utama.
Kemampuan dalam pencarian data dan analisa menjadi faktor penentu
berikutnya dalam keberhasilan pencapaian IKU ini. Mengingat bervariasinya
kemampuan kompetensi baik Account Representative, Fungsional Pemeriksa
Pajak dan Fungsional Penyuluh mengharuskan untuk dilakukannya kegiatan
peningkatan kompetensi teknis dan komunikasi dapat dilakukan di masing -
masing kantor secara mandiri tanpa harus menunggu panggilan diklat maupun
kegiatan koordinasi daerah yang dilakukan di kantor wilayah. Berbagai pilihan
kegiatan dalam upaya peningkatan kompetensi teknis dan komunikasi dapat
dilakukan dengan cara bedah wajib pajak, sharing session, IHT maupun kelas
penggalian potensi yang secara intensif memberikan pemahaman dan

peningkatan metode penelitian dan analisa.

4. Rencana aksi tahun 2025:
e Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Penerimaan yang melibatkan
seluruh Kepala Seksi dan Supervisor.
e Pendampingan Account Representative oleh atasan langsung dan
Satgas Penerimaan Pajak dalam :
a. Pemilihan prioritas data
b. Kunjungan visit ke lokasi domisili maupun lokasi usaha wajib pajak
c. Tindaklanjut data pemicu terutama Automatic Exchange
Information, data penguiji, LHA, data keuangan, faktur pajak 000
d. Analisa potensi, penyusunan kertas kerja analisa, penerbitan
LHPt dan SP2DK
e. Konseling dan Klarifikasi/konfirmasi ke Wajib Pajak serta
penerbitan LHP2DK

f.  Mirroring Hasil Pemeriksaan
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e Fokus Penggalian potensi pada beberapa sektor utama diantaranya :

a.

b.

C.

d.

e.

High Wealth Individual
Perdagangan Besar

Jasa Keuangan

Transportasi dan Pergudangan

Pariwisata dan Perhotelan.

o Peningkatan kompetensi teknis dan komunikasi untuk Account

Representative dan Pemeriksa Pajak melalui :

a.

g.

Sharing Session Penggalian Potensi Pajak yang dilaksanakan
setiap hari selama 3 minggu di bulan Januari 2025 dan 2 minggu
sekali setiap bulannya mulai pukul 15.30 WITA diikuti oleh seluruh
Kepala Seksi, Pemeriksa Pajak dan Account Representative
Kelas Pajak untuk pembekalan penggalian potensi sektor tertentu
melalui bedah wajib pajak dan studi kasus

IHT pencarian dan pemanfaatan data

IHT Comunication Persuasive

IHT Peraturan Perpajakan

IHT Teknik Pengamatan

IHT Pemeriksaan

e Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran masa (PP 23,

PPh Pasal 25, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2 dan PPN) dan atas

data-data tahun pajak sebelumnya;

e Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk masa/tahun pajak

sebelumnya;

e Melakukan pertukaran data (omzet) dengan Pemda atas penghasilan

yang dikenakan pajak daerah dan pajak pusat;

e Melakukan pemantauan pemanfaatan dan analisis data;
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e Melakukan analisis SPT Wajib pajak, analisis laporan keuangan dan data
Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penilaian
(mirroring);

e Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap
pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD oleh
Bendaharawan pada dinas dan/atau instansi daerah setempat atas
Tahun selain tahun berjalan;

e Melakukan pemetaan dan menyusun DSP4 dalam rangka penggalian
potensi dan usulan pemeriksaan dengan memperhatikan risiko sesuai
CRM;

e Penelitian atau penerbitan SP2DK komprehensif, Miroring Hasil
Pemeriksaan serta pemanfaatan data internal dan eksternal;

e Penyusunan secara periodik database penunggak pajak yang memuat
informasi antara lain mengenai jumlah piutang, profil WP, tindakan
penagihan yang sudah dilakukan dan kemampuan bayar;

o Melaksanakan pemlokiran akses SABH Kemenkumham;

e Mengirimkan WA Blast pemberitahuan adanya tunggakan pajak;

C. Internal Proccess Perspective
Pada bagian ini, kinerja organisasi diukur dari sudut pandang pelaksanaan
proses bisnis di KPP Pratama Kupang.
Sasaran Strategis 4: Edukasi dan Pelayanan Yang Efektif
Sasaran Strategis ini memiliki dua indikator kinerja utama, yaitu:

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan

edukasi dan penyuluhan.
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1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/

10,00% | 40,00% | 40,00% | 60,00% | 60,00% | 74,00%

Target 74,00%

38,91% [ 82,96% | 88,80% 88,80% | 88,80% | 88,80% | 88,80%

Capalan

120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00%

Realisasi ‘

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta
pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat
menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah
perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat

waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian
informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga
pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan
serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral
dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang
tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar
terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:
1. Tema | - Meningkatkan Kesadaran Pajak

2. Tema Il - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
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3. Tema Il - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan

Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini
adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung
secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit
kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam
aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi
dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak
diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian
IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah
realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi
adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah
ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal
periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP
dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas
Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan
persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana
kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing
masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT

Kolaboratif dan DSPT mandiri.
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DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan
edukasi perpajakan tema lll, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi
perpajakan tema lll, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut

untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku
Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema Il adalah
sebagai berikut.
1. Perubahan Perilaku Pelaporan
a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi

edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran
a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan
tidak jatuh tempo;
b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur

Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk

Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

c. Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku

Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}
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d. Realisasi IKU

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan
edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Kupang tahun 2024 adalah sebesar
88.80% dari target sebesar 74% sehingga nilai capaian IKU sebesar
120.00% atau memperoleh nilai capaian IKU maksimum (Sumber Mandor-
djp DJP, 15 Januari 2025). Dari data tersebut, Persentase perubahan
perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP
Pratama Kupang, KP2KP Baa, dan KP2KP Kalabahi yaitu yaitu sebesar

120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja
lima tahun sebelumnya.

Realisasi | Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase
perubahan
perilaku lapor dan
bayar atas - - - 84,00% 88,80%
kegiatan
edukasi dan
penyuluhan

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2023 dan Tahun 2024

Capaian realisasi IKU ini untuk tahun 2024 sebesar 88,80% atau
meningkat dari tahun 2023 sebesar 84,00%. Keberhasilan ini bukan tanpa
kendala dalam pencapaiannya. Beberapa kendala yang dihadapi adalah

sebagai berikut :

e Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak masih kurang
terutama yang terkait dengan cara menghitung, menyetor dan

melaporkankan kewajiban perpajakannya.
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e Layanan yang diberikan oleh petugas loket maupun fungsional penyuluh
pajak masih belum mampu merubah perilaku bayar maupun lapor wajib
pajak penerima layanan edukasi.

Upaya yang ditempuh dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

e Melakukan Sosialisasi dengan Jenis kegiatan: One to Many Luring (Kelas
Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) Sasaran kegiatan : Wajib
Pajak Orang Pribadi Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak;

e Melakukan Sosialisasi dengan Jenis kegiatan: One to Many Luring (Kelas
Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) Sasaran kegiatan :
Bendaharawan;

¢ Melakukan Sosialisasi dengan Jenis kegiatan: One to Many Luring (Kelas
Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) Sasaran kegiatan : Wajib
Pajak Badan Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak;

e Melakukan Sosialisasi dengan Jenis kegiatan: One on One (Luring)
Sasaran kegiatan : Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar non Pengusaha
Kena Pajak;

e Melakukan Sosialisasi dengan Jenis kegiatan: One on One (Luring)
Sasaran kegiatan : Bendaharawan; dan

e Melakukan Sosialisasi dengan Jenis kegiatan: One on One (Luring)

Sasaran kegiatan : Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak.

3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU

Pencapaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas
kegiatan edukasi dan penyuluhan sangat berhubungan dengan upaya petugas
loket dan Fungsional Penyuluh Pajak dalam memberikan pemahaman

kewajiban perpajakan kepada wajib pajak. Keterbatasan jumlah petugas loket
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maupun Fungsional Penyuluh Pajak menjadi tantangan tersendiri dalam
pelaksanaannya.

Tugas dan fungsi Fungsional Penyuluh Pajak sebagian besar
dihabiskan dalam penyelesaian administrasi permohonan wajib pajak. Kondisi
ini sangat mempengaruhi upaya peningkatan pemahaman kewajiban
perpajakan wajib pajak. Penambahan jumlah Fungsional Penyuluh Pajak dan
peningkatan kemampuan perpajakan petugas loket menjadi salah satu harapan

besar dalam upaya pencapaian IKU ini di tahun mendatang.

4. Rencana aksi tahun 2025:

¢ Melakukan Sosialisasi dengan Jenis kegiatan: One to Many Luring (Kelas
Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) Sasaran kegiatan : Wajib
Pajak Orang Pribadi Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak;

¢ Melakukan Sosialisasi dengan Jenis kegiatan: One to Many Luring (Kelas
Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) Sasaran kegiatan :
Bendaharawan;

¢ Melakukan Sosialisasi dengan Jenis kegiatan: One to Many Luring (Kelas
Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) Sasaran kegiatan : Wajib
Pajak Badan Terdaftar non Pengusaha Kena Pajak;

o Melakukan Sosialisasi dengan Jenis kegiatan: One on One (Luring)
Sasaran kegiatan : Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar non Pengusaha
Kena Pajak;

e Melakukan Sosialisasi dengan Jenis kegiatan: One on One (Luring)
Sasaran kegiatan : Bendaharawan; dan

e Melakukan Sosialisasi dengan Jenis kegiatan: One on One (Luring)

Sasaran kegiatan : Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak.
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IKU Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R ‘ Q1 Q2 Sm.1 ‘ (OX] s.d. Q3 Q4 Yearly

Target 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% | 85,00% | 100,00%

REEIREEN 6,229% 6,33% 6,33% 18,00% | 18,00% | 107,97% | 107,97%

Capaian 120,00% 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 107,97% | 107,97%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-1V Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta
pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat
menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah
perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat

waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU
Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan
yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib
Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal
dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan
Hasil Survei.
Realisasi Triwulan | s.d. Triwulan Il diperoleh dari hasil survei yang
dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut;
1) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders
atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau

edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
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3) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan

kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja
vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan
Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan
untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

a. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
b. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

c. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei
triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKU

adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU

Sesuai Indeks Hasil Survei

d. Realisasi IKU
Realisasi IKU indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP
Pratama Kupang Pada tahun 2024, adalah sebesar 107,97%. Seiring
normalisasi dari kondisi pandemi Covid-19 sehingga kegiatan penyuluhan
Kegiatan edukasi kepada wajib pajak juga dilaksanakan melalui sosialisasi
di sosial media maupun secara gencar menerbitkan berita pada media online

maupun media cetak di NTT.
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2. Perbandingan antararealisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerjalima
tahun sebelumnya.

Realisasi Realisasi Realisasi @ Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Indeks efektivitas

penyuluhan dan 92,88% | 87,25% 91,8% 85,43% | 107,97%
pelayanan

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2020 s.d Tahun 2024

Capaian realisasi IKU ini tahun 2024 sebesar 107,97% meningkat cukup
signifikan dari tahun 2023 sebesar 85,43%. Upaya dalam capaian ini adalah
dengan mensosialisasikan adanya saluran kepuasan penerima layanan
perpajakan. Hasil yang dicapai selalu dijadikan bahan evaluasi untuk terus
melakukan perbaikan sehingga wajib pajak semakin memberikan nilai positif

dari layanan petugas loket maupun fungsional penyuluh pajak.

3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU

Peningkatan pemahaman kewajiban perpajakan menjadi salah satu
tujuan utama dalam Kkegiatan penyuluhan dan kehumasan. Kegiatan
penyuluhan dan kehumasan yang dilakukan akan menjadi lebih terukur
keberhasilannya dengan adanya media survey yang dilakukan kepada wajib
pajak yang telah dilakukan edukasi.

Setiap tahapan edukasi yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur
pelaksanaan disamping kesesuaian materi dengan kebutuhan wajib pajak.
Apabila kedua hal ini dapat terlaksana dengan baik pastinya akan memberikan

dampak positif terhadap hasil survey.

4. Rencana aksi tahun 2025:

e Melakukan Publikasi saluran kepuasan di Area Loket TPT dan HD.
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Sasaran Strategis 5: Presentase Pengawasan Pembayaran Masa

Dalam Sasaran Strategis 5 terdapat satu indikator kinerja utama yaitu

Presentase Pengawasan pembayaran masa.

IKU Presentase Pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target

Realisasi

Capaian

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

110,67%

117,91%

117,91%

114,34%

114,34%

118,20%

118,20%

120,00%

120,00%

120,00%

120,00%

120,00%

120,00%

120,00%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-1V Tahun 2024
a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas
kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan
sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat

tercapai optimal.

b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian Kkegiatan
pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan
tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh
tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:
a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan;
b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis

Kewilayahan).
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c. Formula IKU

(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa

Egrrlsgzr\]/\ﬁz:n Waijib Pajak Strategis)
= +
Pnearggayaran (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa

Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

d. Realisasi IKU
Realisasi IKU Presentase Pengawasan pembayaran masa pada tahun
2024 sebesar 118,20% dari target yang diberikan sebesar 90% sehingga
diperoleh capaian IKU maksimal sebesar 120,00%. Meskipun target tahun 2024
tercapai namun ada penurunan prosentase capaian dibandingkan dengan

tahun 2023.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya.

Realisasi Realisasi = Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Pengawasan

pembayaran masa - 100,00% 106,56% 119,15% | 118,20%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2021 s.d Tahun 2024

Capaian IKU pengawasan pembayaran masa sebesar 118,20%
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 119,15%. Kondisi ini
disebabkan tidak semua Account Representative menyelesaikan tindaklanjut
dafnom STP, data pemicu tahun berjalan maupun tindaklanjut DSE. Upaya yang
telah dilakukan adalah melakukan monitoring tindaklanjut data dan memastikan

semua Account Representative menyelesaikan yang menjadi target individunya.
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3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU

Keberhasilan pengawasan pembayaran masa memberikan peranan
yang cukup besar dalam pencapaian target kinerja kantor meskipun tidak dapat
maksimal capaian 120%. Atasan langsung dari Account Representative harus
memastikan semua anggotanya menyelesaikan target individunya karena

capaian IKU ini berdasarkan capaian individu seluruh Account Representative.

4. Rencana aksi tahun 2025:
e Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) tahun berjalan sesuai Dafnom di
Approweb;
¢ Penelitian data Pemicu tahun berjalan di Approweb; dan
¢ Menindaklajuti DSE dan melakukan KPDL.

¢ Monitoring evaluasi penyelesaian tindaklanjut data oleh atasan langsung.

Sasaran Strategis 6 : Pengujian Kepatuhan Material Yang Efektif

Dalam Sasaran Strategis 6 terdapat tiga indikator kinerja utama vyaitu

sebagai berikut:

IKU Persentase penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau
Keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/IR Q1 Q2 Sm.1 (OX] s.d. Q3 Q4 Yearly

Target 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%

Realisasi 100.00% | 105,65% | 105,65% | 107,86% | 107,86% | 120,00% | 120,00%

Capaian 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-IV Tahun 2024
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a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data

berkualitas, dan proses bisnis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan

cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk

mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan

salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan

pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data

dan/atau keterangan dibagi menjadi:

a) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak

Strategis (bobot 50%); dan

b) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak

Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

c. Formula IKU

Persentase
penyelesaian
permintaan
penjelasan atas
data dan/atau

keterangan

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan
atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)
+

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan
atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya

(Berbasis Kewilayahan))

d. Realisasi IKU

IKU ini dihitung berdasarkan Capaian Persentase penyelesaian

permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

dan selain Wajib Pajak Strategis (berbasis Kewilayahan). Persentase

capaian IKU penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau
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Keterangan pada tahun 2024 dari Strategis dan berbasis Kewilayahan
adalah 120% sehingga mampu melampaui target 100% dengan indeks

capaian IKU maksimum sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya.

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2021
Persentase
penyelesaian
permintaan

; 120,00% | 120,00% 120,00% 120,00% | 120,00%
penjelasan atas

data dan/atau
keterangan

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2023 dan Tahun 2024

KPP Pratama Kupang berhasil mempertahankan capaian IKU
persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau

keterangan sebesar 120% dari tahun 2023. Upaya yang telah dilakukan adalah:

¢ Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Penerimaan yang melibatkan
seluruh Kepala Seksi dan Supervisor.
e Pendampingan Account Representative oleh atasan langsung dan
Satgas Penerimaan Pajak dalam :
a. Pemilihan prioritas data
b. Kunjungan visit ke lokasi domisili maupun lokasi usaha wajib pajak
c. Tindaklanjut data pemicu terutama Automatic Exchange
Information, data penguji, LHA, data keuangan, faktur pajak 000
d. Analisa potensi, penyusunan kertas kerja analisa, penerbitan LHPt
dan SP2DK
e. Konseling dan Klarifikasi/konfirmasi ke Wajib Pajak serta penerbitan

LHP2DK
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f.

Mirroring Hasil Pemeriksaan

e Percepatan penyelesaian SP2DK baik yang berasal dari DPP maupun

SP2DK Outstanding.

3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan

salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan

pemenuhan kewajiban perpajakannya. Mengingat keterbatasan jumlah

Account Representative maka perlu ditentukan skala prioritas kegiatan ini

sehingga mampu memberikan arahan yang jelas terkait data maupun sektor

usaha yang akan dilakukan pengawasan.

Kemampuan monitoring tindaklanjut data dan pengawasan sektor

usaha tertentu sangat mendukung dalam pencapaian IKU ini.

4. Rencana aksi tahun 2025:

¢ Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Penerimaan yang melibatkan

seluruh Kepala Seksi dan Supervisor.

e Pendampingan Account Representative oleh atasan langsung dan

Satgas Penerimaan Pajak dalam :

a.

b.

Pemilihan prioritas data

Kunjungan visit ke lokasi domisili maupun lokasi usaha wajib pajak
Tindaklanjut data pemicu terutama Automatic Exchange
Information, data penguji, LHA, data keuangan, faktur pajak 000
Analisa potensi, penyusunan kertas kerja analisa, penerbitan LHPt
dan SP2DK

Konseling dan klarifikasi/konfirmasi ke Wajib Pajak serta
penerbitan LHP2DK

Mirroring Hasil Pemeriksaan
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e Pengawasan yang intensif terhadap 500 wajib pajak penentu penerimaan

menggunakan dashboard pemantauan.

e Fokus Penggalian potensi pada beberapa sektor utama diantaranya :

a.

b.

C.

d.

e.

High Wealth Individual
Perdagangan Besar

Jasa Keuangan

Transportasi dan Pergudangan

Pariwisata dan Perhotelan.

e Peningkatan kompetensi teknis dan komunikasi untuk Account

Representative dan Pemeriksa Pajak melalui :

a.

Sharing Session Penggalian Potensi Pajak yang dilaksanakan
setiap hari selama 3 minggu di bulan Januari 2025 dan 2 minggu
sekali setiap bulannya mulai pukul 15.30 WITA diikuti oleh seluruh
Kepala Seksi, Pemeriksa Pajak dan Account Representative
Kelas Pajak untuk pembekalan penggalian potensi sektor tertentu
melalui bedah wajib pajak dan studi kasus

IHT pencarian dan pemanfaatan data

IHT Comunication Persuasive

IHT Peraturan Perpajakan

IHT Teknik Pengamatan

IHT Pemeriksaan
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IKU Presentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% ( 100,00% | 100,00% | 100,00%

RCEUEEEN 120,00% | 115,41% | 115,41% | 117,29% | 117,29% | 120,00% | 120,00%

(O=LETELM 120,00% | 115,41% | 115,41% | 117,29% | 117,29% | 120,00% | 120,00%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan |-V Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi,
data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan
cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif)

untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri
dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.
Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
a. Pemanfaatan Data STP
Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase
perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti
dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
Pemanfaatan Data Matching.
Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret
selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga
Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);

o memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
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e memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia
di approweb pada tahun 2024;

¢ tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan
DSPPH tahun 2024;

o tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus,

Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

c. Formula IKU

(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)
2

d. Realisasi IKU
IKU ini dihitung berdasarkan capaian pemanfaatan data STP dan
data Matching. Pada tahun 2024 Realisasi Pemanfaatan Data Selain Tahun
Berjalan sebesar 120%, sehingga diperoleh realisasi atas IKU ini sebesar

dengan indeks capaian 120,00%.

2. Perbandingan antararealisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya.

Realisasi | Realisasi Realisasi | Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase
Pemanfaatan Data
Selain Tahun
Berjalan

- - - 120,00% | 120,00%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2023 dan Tahun 2024

KPP Pratama Kupang berhasil mempertahankan capaian tahun 2024

sebesar 120% dari tahun 2023. Keberhasilan ini diupayakan dengan monitoring
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tindaklanjut data oleh atasan langsung dari Account Representative dalam

menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan maupun STP yang ada

dalam daftar nominatif. Semua Account Representative dipastikan telah

menyelesaikan target individunya.

3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU

Kegiatan monitoring atas kegiatan pemanfaatan data STP dan data

Matching selain tahun berjalan sangat penting mengingat banyaknya daftar

nominative STP dan data yang harus ditindaklanjuti

Representative.

4. Rencana aksi tahun 2025:

oleh Account

¢ Menerbitkan STP sebelum tahun berjalan sesuai dafnom Approweb;

¢ Analisis data, Analisis SPT dan Laporan Keuangan WP; dan

¢ Menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguiji yang telah tersedia dalam

Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP dan

dalam penyusunan DSP4.

e Monitoring dan evaluasi tindaklanjut data oleh atasan langsung.

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R

Target

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Realisasi

120,00%

101,26%

101,26%

106,20%

106,20%

120,00%

120,00%

Capaian

120,00%

101,26%

101,26%

106,20%

106,20%

120,00%

120,00%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-1V Tahun 2024
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a. Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data
berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat
mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk

mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan
dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan
Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah
dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30%
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM

Pemeriksaan.

c. Formula IKU

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Waijib Pajak KPP tepat waktu + 40%
kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku

pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

d. Realisasi IKU
Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak
yang diperoleh KPP Pratama Kupang adalah sebesar 120% dari target yang

ditetapkan yaitu 100% sehingga Capaian realisasi IKU dapat maksimal 120%.
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2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya.

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2021

Efektivitas Pengelolaan
Komite Kepatuhan
Waijib Pajak KPP tepat
waktu

- - - - 120,00%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2024

IKU efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat
waktu baru ada di tahun 2024 dan KPP Pratama Kupang memperolah capaian
sebesar 120%. Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian ini adalah
memperkuat sinergi semua anggota komite kepatuhan dalam menentukan arah
tujuan kegiatan pengawasan, penyuluhan, penilaian, penagihan dan juga

pemeriksaan.

3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan
dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

4. Rencana aksi tahun 2025:
e Penerimaan dan Pengelolaan DSP4 Rekomendasi Semesteran dari
KPDJP;
¢ Permintaan Capaian Kerja ke Anggota Komite Kepatuhan;
e Permintaan Rencana Kerja ke Anggota Komite Kepatuhan;
e Penetapan DSP4 Kolaboratif Semesteran; dan

e Penyusunan Laporan Komite Kepatuhan Triwulanan.
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Sasaran Strategis 7: Penegakan Hukum yang Efektif
Sasaran Strategis ini memiliki tiga indikator kinerja utama, yaitu

sebagai berikut:

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R

Target 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%

Realisasi 108,71% | 120,00% | 120,00% | 120,00% [ 120,00% | 120,00% | 120,00%

Capaian 108,71% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-1V Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan,
penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang
dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek

jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur
berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi,
nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan,
realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu
dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur
berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua

parameter, yaitu:
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a) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

b) Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

c. Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan X 60%)
+(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian X 40%)

d. Realisasi IKU
Tujuan dari IKU Tingkat Efektifitas Pemeriksaan dan Penilaian
merupakan IKU baru dengan tambahan komponen penilaian yaitu untuk
meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar
dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan

dan penilaian.
Pada tahun 2024, dengan target IKU sebesar 100,00% dengan
realisasi maksimal sebesar 120,00% sehingga indeks capaian realisasi dari

IKU ini sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya.

Realisasi | Realisasi Realisasi | Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Tingkat Efektivitas
Pemeriksaan Dan - - - - 120,00%

Penilaian

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2024

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024 yang berbeda dengan IKU
NKO tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, IKU NKO hanya mengukur

tingkat efektivitas pemeriksaan saja sementara pada tahun berjalan IKU ini
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memasukkan unsur penilaian sehingga menjadi IKU tingkat efektivitas

pemeriksaan dan penilaian.

3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU

Salah satu kendala dalam pencapaian target IKU Efektivitas
Pemeriksaan dan Penilaian adalah komponen target pencapaian LHP
Konversi. Dengan jumlah FPP non supervisor sebanyak 9 orang serta target
LHP konversi setiap FPP adalah 13 maka target LHP Konversi untuk unit KPP
adalah sebanyak 117 LHP Konversi. Target ini cukup menantang karena
kemampuan dan kecepatan FPP untuk menyelesaikan LHP sangat beragam
dan sangat tergantung dari kasus yang dihadapi. Upaya utama yang dilakukan
untuk mengatasi hal ini adalah dengan mencari bahan baku pemeriksaan yang
kasusnya cukup sederhana sehingga bisa dengan cepat diselesaikan oleh
FPP. Sesuai arahan Kanwil DJP Nusra, selama tahun 2024 telah diupayakan
tambahan bahan baku yang berasal dari penghapusan Wajib Pajak Instansi
Pemerintah khususnya yang merupakan bendahara BOS. Sebagai bagian
pengumpulan bahan baku ini, Seksi P3 dibantu dengan KP2KP telah
melakukan visit ke sekolah sebelum dimulainya administrasi pemeriksaan
untuk memastikan NPWP BOS sekolah tersebut tidak digunakan lagi. Upaya
menambah bahan baku pemeriksaan ini terbukti telah berhasil dalam
pencapaian target LHP Konversi baik target di level KPP maupun target di level
individu.

Kendala lain yang dihadapi adalah terkait dengan pemenuhan bahan
baku penilaian untuk mendukung target pencapaian laporan penilaian
sebanyak 14 LHPn konversi. Target ini cukup berat karena sumber bahan baku
penilaian yang terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini selama tahun 2024
telah dilakukan upaya antara lain pencarian bahan baku penilaian yang

bersumber dari:
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¢ Kegiatan pengalihan saham dari data AHU
o Kegiatan pengalihan tanah dan bangunan yang berasal dari data
validasi SSP Appportal

¢ Penilaian aktiva tak berwujud dari pembayaran royalti.

4. Rencana aksi tahun 2025:

o Melakukan pengusulan pemeriksaan berdasarkan DSPP Relevant
Business Process (RBP) maupun DSPP Kolaboratif;

¢ Penyusunan gameplan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan
ketercukupan bahan baku pemeriksaan dalam rangka pemenuhan target
konversi LHP maupun pemenuhan target PKM Pemeriksaan baik untuk
tahun berjalan maupun tahun berikutnya

e Melakukan kolaborasi dengan fungsi pengawasan dalam rangka
pemenuhan bahan baku pemeriksaan dari DSPP RBP melalui pemetaan
SP2DK pengawasan yang berpotensi ditindaklanjuti dengan pemeriksaan

e Pencarian bahan baku pemeriksaan rutin

e Pengawasan terkait proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak
yang dimulai dari kegiatan pelaporan SPT LB, administrasi pemeriksaan
dan administrasi

¢ Penyelesaiaan LHPn NJOP PBB

e Penyelesaian LHPn Penilaian Properti Dan Bisnis

o Pengumpulan data pasar property
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IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target 10,00%

40,00% 40,00% 60,00% 60,00% 74,00% 74,00%

Realisasi 38,91% 82,96% 88,80% 88,80% 88,80% 88,80% 88,80%

Capaian 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00%

Sumber; Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan,
penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang
dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek

jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat
keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib
Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat
efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:
a) Variabel tindakan penagihan (50%);
b) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

c) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).
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c. Formula IKU

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +
(20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +
(30% x Variabel Pencairan DSPC)

d. Realisasi IKU
IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur
tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib
Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat
efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:
1) Variabel tindakan penagihan (50%);
2) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%);

3) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%).

KPP Pratama Kupang berhasil melaksanakan kegiatan penagihan
dengan baik sehingga memperoleh realisasi sebesar 115,53% dari target yang
ditetapkan yaitu sebesar 75% sehingga indeks capaian yang diperoleh adalah

sebesar 120.00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya.

Realisasi | Realisasi Realisasi | Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Tingkat Efektivitas

. - 114,01% | 113,73% | 107,08% | 120,00%
Penagihan

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2021 s.d Tahun 2024

Realisasi IKU Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 mencapai nilai

maksimal 120% dan nilai ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
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3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU

Pencapaian maksimal IKU Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 tidak
terlepas dari perencanaan yang baik di awal tahun serta manajemen pengawasan
tindakan penagihan. Perencanaan yang baik dimulai dengan penyusunan DSPC
pada akhir Desember 2023. Penyusunan DSPC melibatkan penyusunan profil
Wajib Pajak dengan menggunakan berbagai data internal antara lain data profil
SPT, rekening koran, kepemilikan aset dan pembayaran. Hasil profiling tersebut
menghasilkan kandidat WP DSPC yang diharapkan mampu mendukung
pencapaian IKU berupa pelaksanaan tindakan sita/lelang/cegah maupun
mendukung pencairan sejumlah minimal 10juta.

Manajemen pengawasan penagihan dilakukan dengan melakukan
penyusunan Kertas kerja piutang pajak secara rutin setiap bulannya. Kertas kerja
ini menyajikan informasi mengenai sejauh mana tindakan penagihan sudah
dilakukan atas WP tertentu serta rencana penagihan apa yang akan dilakukan

pada periode berikutnya atas WP tersebut.

4. Rencana aksi tahun 2025:
e Pengiriman Surat Teguran
¢ Penyampaian Surat Paksa
e Pelaksanaan tindakan pemblokiran
¢ Pelaksanaan tindakan penyitaan
¢ Pelaksanaan penjualan barang sitaan
o Pelaksanaan tindakan pencegahan
e Pemberkasan dokumen penagihan
e Pelaksanaan blokir SABH

e Usulan Penghapusan Piutang
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IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R

Target 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% [ 100,00%

Realisasi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 100,00%

Capaian 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 100,00%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan |-V Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan,
penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang
dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek

jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan
dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui
kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti
Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan
yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus
dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP
di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk
memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan

Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan
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harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan

Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke
Kantor Wilayah

x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke
Kantor Wilayah

d. Realisasi IKU
IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
merupakan IKU baru pada Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif,
pada Tahun 2024 KPP Pratama Kupang dalam berbagai upaya mencapai
target Penyampaian Usulan Bukti Permulaan, berhasil mengantarkan KPP

Pratama Kupang mencapai Target 100,00% pada Triwulan IV Tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya.

Realisasi | Realisasi Realisasi Realisasi | Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase
penyampaian usul
Pemeriksaan
Bukti Permulaan

- - - - 100,00%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2024

Target angka mutlak IKU usul pemeriksaan bukti permulaan adalah 1
usulan yang disetujui yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pembahasan.
Selama tahun 2024 telah disetujui sebanyak 1 usulan pemeriksaan bukti
permulaan melalui berita acara pembahasan dengan penyidik Kanwil DJP Nusa

Tenggara.
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3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU
Salah satu kendala utama dalam pencapaian IKU Usulan Pemeriksaan
Bukti Permulaan adalah kesulitan dalam mencari bahan baku yang memenuhi
syarat untuk diusulkan dan disetujui sebagai usulan pemeriksaan bukti permulaan.
Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk mengatasi hal tersebut
sekaligus mencapai target IKU antara lain:

o Pelaksanaan IHT dengan Kanwil DJP Nusa Tenggara yang diikuti
Fungsional Pemeriksa Pajak dan Account Rerepentative KPP Kupang
mengenai kriteria pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.

e Inventarisasi usulan pemeriksaan tahun sebelumnya yang belum dilakukan
pembahasan serta inventarisasi SP2DK outstanding yang memenuhi syarat
untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan yang berasal dari kasus faktur
pajak approved belum dilaporkan.

e Pelaksanaan pra pembahasan sebanyak dua kali dengan Kanwil DJP Nusa
Tenggara untuk membahas kandidat usulan serta menerima masukan dari
penyidik untuk melengkapi komponen-komponen yang harus ada dalam
pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.

4. Rencana aksi tahun 2025:
¢ Koordinasi dengan Fungsional Pemeriksa Pajak dan fungsi pengawasan
untuk mencari dan mengusulkan Wajib Pajak yang akan diBukper
e Pengusulan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan sebagai tindak lanjut dari SP2DK atau pemeriksaan
e Melaksanakan pembahasan dan atau gelar perkara usulan pemeriksaan

bukti permulaan.
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Sasaran Strategis 8: Data dan Informasi yang berkualitas

Dalam mencapai Sasaran Strategis 8, terdapat dua indikator kinerja utama

yaitu:

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data

potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target

Realisasi

Capaian

20,00%

50,00%

50,00%

80,00%

80,00%

100,00%

100,00%

24,82%

64,08%

64,08%

120,00%

120,00%

120,00%

120,00%

120,00%

120,00%

120,00%

120,00%

120,00%

120,00%

120,00%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan

penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase

Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data

potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai

berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam
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dan penyajian data dan/atau informasi

siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan,

sehingga diperoleh suatu

produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.



Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang
bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi
berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan
Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan
Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung
kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

a) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan
(mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di
wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek
pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai
pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

b) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah
ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak
dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek
Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian
potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya

c) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui
keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak,
menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak,
penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan

penerimaan pajak, dan sebagainya;
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d) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan
pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk
tujuan lain;

e) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait
objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran
usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

f) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang
di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan
konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan
penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi
potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

g) kepentingan perpajakan lainnya

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan
berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan

Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

c. Formula IKU

{50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +

(30% x Variabel Pencairan DSPC)

d. Realisasi IKU
Realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan

penyediaan data potensi perpajakan yang diperoleh KPP Pratama Kupang
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Tahun 2024 maksimum 120,00% dengan realisasi 10 Laporan Pengamatan
dan 120,00% penyediaan Data Potensi. Dengan demikian, capaian realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi

perpajakan KPP Pratama Kupang yaitu sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya.

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun 2022 Tahun Tahun
2020 2021 2023 2024
Persentase
penyelesaian laporan
pengamatan dan - - - 120,00% | 120,00%

penyediaan data
potensi perpajakan

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2023 dan Tahun 2024

KPP Pratama Kupang berhasil mempertahankan capaian target atas
IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi
perpajakan dari tahun 2023 sebesar 120%. Untuk memperoleh capaian ini ada
beberapa kendala yang dihadapi diantaranya informasi awal data wajib pajak yang
akan dilakukan pengamatan. KPP Pratama Kupang memanfaatkan informasi
yang berasal dari data internal DJP dan informasi dari pantauan awal kondisi
usaha wajib pajak. KPP Pratama Kupang juga berhasil mencapai target yang

ditetapkan oleh Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara sebanyak 10 laporan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan
data potensi perpajakan menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi
keberlangsungan proses bisnis di KPP Pratama Kupang. Hasil dari kegiatan ini
menjadi data awal bagi Accout Representative dalam melakukan penggalian
potensi. Mengingat pentingnya output dari kegiatan ini maka kemampuan

teknis dari petugas pengamatan ini harus senantiasa ditingkatkan
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4. Rencana aksi tahun 2025:

Menyediakan data potensi perpajakan terhadap Wajib Pajak berdasarkan

hasil Kegiatan Pengamatan Data Lapangan (KPDL);

Melakukan perekaman data KPDL dan DSE; dan

Menentukan DPSE untuk tindak lanjut data DSE.

Melakukan peningkatan kompetensi teknis petugas pengamatan.

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target

Realisasi

Capaian

10,00%

25,00%

25,00%

40,00%

40,00%

55,00%

55,00%

68,00%

89,00%

89,00%

87,70%

87,70%

87,70%

87,70%

120,00%

120,00%

120,00%

120,00%

120,00%

120,00%

120,00%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-1V Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah

untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data

regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi

dan seluruh

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor

Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan,

Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
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Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data
regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja
Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib
disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan

periode tahun 2023.

c. Formula IKU

Jumiah jenis data utama regional yang disampaikan
Jumiah jenis data utama regional yang wajib disampatkan

Jumiah jenis data utama regional yang berstatus lengkap

[70%x(( " Jumiah jenis data utama regional yang disampaikan

x40% )+ x60%))] |

tealisasi Tahun 2024 = +

Jumiah jenis data regional lainnya yang disampaikan
Jumiah ienis data regional lainnya yang wapb disampaikan

X40% )+ Jumiah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap
)* Jumiah lenis data regional lainnya yang disampaikan

[30% x (( x 60%)),

d. Realisasi IKU
Target IKU presentase penghimpunan data regional dari ILAP Untuk
KPP Pratama Kupang yaitu sebesar 55%, hingga triwulan IV Tahun 2024 KPP
Pratama Kupang berhasil mencapai target dengan realisasi sebesar 87,70%

dengan indeks capaian maksimal 120,00%

2. Perbandingan antararealisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerjalima
tahun sebelumnya.

Realisasi | Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase
penghimpunan
data regional dari
ILAP

- - - 60,44% 87,70%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2023 dan Tahun 2024
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Kegiatan penghimpunan data regional dari ILAP yang merupakan IKU
KPP Pratama Kupang sejak tahun 2023 atas data tahun 2022, berturut — turut
telah terealisasi melebihi target yaitu 55%, sehingga capaian target atas IKU
persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2023 sebesar
110% dan tahun 2024 sebesar 120%. Target penghimpunan data regional dari
ILAP tahun 2024 atas data tahun 2023 terdapat 36 data yang terdiri dari 29
jenis data utama dan 7 jenis data pendukung, selama tahun 2024 KPP Pratama
Kupang telah mengirimkan 24 jenis data utama dan 6 jenis data pendukung.

Untuk memperoleh capaian ini ada beberapa kendala yang dihadapi
diantaranya belum adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP dengan
beberapa Pemerintah Daerah, dan PIC pada satuan kerja ILAP kurang

responsif sehingga data yang diperlukan tidak terkumpul secara maksimal.

3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU

IKU penghimpunan data regional dari ILAP menjadi sangat penting dan
bermanfaat bagi keberlangsungan proses bisnis di KPP Pratama Kupang. Hasil
dari kegiatan ini menjadi data pendukung bagi Accout Representative dalam
melakukan penggalian potensi terhadap Wajib Pajak untuk menunjang
penerimaan, serta menjadi bahan pembuatan Monografi Fiskal yang
disampaikan KPP Pratama Kupang kepada Kanwil DJP Nusa Tenggara setiap
tahunnya. Mengingat pentingnya output dari kegiatan ini maka KPP Pratama
Kupang harus menjalin kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah salah

satunya melalui PKS.

4. Rencana aksi tahun 2025:
e Pengiriman Surat Permintaan Data ILAP
e Kompilasi dan Pengolahan Data

¢ Pemantauan Penyampaian Data ILAP melalui situs Monitoring SPT.

83



D. Learning and Growth Perspective

Terdapat Dua sasaran strategis pada bagian ini, yaitu:

Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif, dengan

bagian satu indikator kinerja utama yaitu:

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Realisasi

104,95%

109,11%

109,11%

109,11%

109,11%

103,65%

103,65%

Capaian

104,95%

109,11%

109,11%

109,11%

109,11%

103,65%

103,65%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-1V Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis

pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka
mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak

yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja,

dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

b. Definisi

IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang

meliputi 3 Aspek, yaitu:
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Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan
kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan
pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada
masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai
terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial
Kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin
dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural
terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan
seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase
perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang
dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling
kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah
80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui
beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain
pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun
2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap
kompetensi yang akan dikembangkan. Kegiatan pengembangan yang dapat
dilakukan:

a) 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad
team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja

melalui praktik langsung;
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b) 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau
aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan
mengobservasi pihak lain;

c) 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh,
seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya webinar, dan/atau

pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas.

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual
Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off
laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti
Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang
diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember
2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah
bagi pejabat structural:

a. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) < 2 Tahun 0 Bulan (pensiun
< 31 Desember 2026);
b. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di

Jabatan baru.

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan
kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center
tidak memenuhi standar JPM 280% dan dilakukan pengembangan kompetensi

manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.
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Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur
berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta
pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada
masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai
terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial
kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti
pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang
unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024;
b. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi

Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah
sebagai berikut:
a. bagi Kepala Unit:
1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi
Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai
Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun
2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi

Pelaksana Umum pada Tahun 2024
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b. bagi Pejabat Pengawas:
1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi

Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan
pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen
tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

¢ Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis; dan
¢ Jumlah pegawai yang tidak lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah

dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90% bagi pegawai yang tidak lulus uji
kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan
kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan
dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi
lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah
dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan
Fungsional dianggap 100% dalam hal:

a. tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi
teknis pada tahun 2024
b. seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi

teknis pada tahun 2024 lulus.

Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan
pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.
Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan

pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat
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Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program

pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian
Keuang)an melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai
menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat)
bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang
kejiwaan berdasarkan KMK No0.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan
Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai
Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul,

dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c. Formula IKU

d.

Triwulan | s.d. lll: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)

Triwulan 1V: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai
kepatuhan pelaporan)

Realisasi IKU

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan
kebintalan SDM merupakan IKU baru di tahun 2024. Realisasi yang
diperoleh KPP Pratama Kupang pada tahun 2024 adala sebesar 103,65%

dari target 100%, dengan demikian capaian realisasinya adalah 103,65%.
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2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya.

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Tingkat kualitas
kompetensi dan
pelaksanaan kegiatan
kebintalan SDM

- - - - 103,65%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2024
IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan
SDM merupakan IKU baru di tahun 2024 dan KPP Pratama Kupang berhasil
mencapai 103,65%. Capaian yang diperoleh tahun 2024 belum dapat maksimal
dikarenakan adanya kondisi sebagai berikut :

¢ Keterlambatan salah satu pelaporan kegiatan kebintalan

e Adanya pejabat eselon IV dan pelaksana yang tidak memenuhi syarat
kelulusan Assesment Center dan Uji Kompetensi kenaikan grading

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kupang adalah sebagai

berikut;

e Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaporan atas pelaksanaan
kegiatan kebintalan

¢ Memberikan pembekalan kepada pegawai yang akan mengikuti uji
kompetensi atau Assesment Center

e Melakukan pemantauan kegiatan pengembangan kompetensi bagi

pejabat atau pelaksana yang belum memenuhi syarat kelulusan.

3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU
IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan

SDM memiliki 2 komponen dan aspek sebagai berikut:

1. Komponen kualitas kompetensi dengan 3 aspek:
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a. Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan
kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan
pengembangannya;

b. Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur
berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan
fungsional serta pengembangannya;

c. Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan
pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

2. Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Berdasarkan rincian di atas maka yang perlu mendapatkan perhatian
adalah di point 1.a dan 1.b karena membutuhkan persiapan khusus dalam
pencapaiannya serta pemantauan pengembangan apabila pegawai yang

bersangkutan tidak memenuhi syarat kelulusan.

4. Rencana aksi tahun 2025:
¢ Imbauan terkait pemenuhan Jamlat Elearning dan Pembelajaran luring;
e Melaksanakan Uji Kompetensi Teknis Pelaksana;
e Pembentukan Tim Pemantik;
¢ Pembentukan Tim Bintal; dan

¢ Pelaksanaan Program ICV dan Program Kebintalan.
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IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R

Target 85,00% | 85,00%

Realisasi - - - - - 96,22% 96,22%

Capaian - - - - - 113,20% | 113,20%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan,
responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis
di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya
Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif

menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara
mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama
survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

a. pelayanan perpajakan;
b. pengawasan kepatuhan;
c. pemeriksaan pajak;

d. penagihan pajak.

c. Formula IKU

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) +
25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi
deks k k deks h k kt k
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d. Realisasi IKU
Pada akhir tahun 2024, hasil survei penilaian integritas unit KPP
Pratama Kupang adalah 96.22 dari target yang ditetapkan sebesar 85,

sehingga memperoleh indeks capaian sebesar 113.20%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya.

Realisasi | Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Indeks Penilaian

Integritas Unit i 91,20 95,06 96,24 96,22

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2021 s.d Tahun 2024

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Kupang
tahun 2024 mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan dari tahun
2023 sebesar 0.02 poin. Penurunan ini menjadi evaluasi untuk KPP Pratama
Kupang di tahun berikutnya untuk lebih mensosialisasikan adanya survey atas
kegiatan pengawasan, penagihan dan pemeriksaan. Hasil survey akan sangat
bergantung pada feedback dari wajib pajak atas ketiga kegiatan tersebut.
Menjalin komunikasi yang baik dengan wajib pajak adalah menjadi yang utama
dalam pencapaian IKU ini. Unit Kepatuhan Internal secara berkala melakukan uiji

sampling kunjungan ke wajib pajak.

3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU
Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sangat bergantung kepada
hasil survey yang dilakukan oleh kantor pusat kepada wajib pajak melalui saluran
tertentu. Karena sangat bergantung dari feedback wajib pajak maka KPP

Pratama Kupang harus selalu mengkomunikasikan adanya kegiatan ini dan lebih
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melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan, penagihan dan

pemeriksaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Rencana aksi tahun 2025:

¢ Mengumpulkan data responden Survei Penilaian Integritas Unit;

o Melakukan sosialisasi Antikorupsi dan Antigratifikasi kepada pihak
internal;

o Melakukan sosialisasi Antikorupsi dan Antigratifikasi kepada pihak
eksternal;

¢ Diseminasi pesan antigratifikasi kepada pihak internal dan eksternal

e Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Kerja Program Pengendalian
Gratifikasi;

¢ Pemantauan Kepatuhan terhadap Penerapan Kode Etik Pegawai dengan
Metode Survei;

¢ Pemantauan Kepatuhan Terhadap Penerapan Kode Etik Pegawai

dengan Metode Inspeksi Mendadak (Sidak) KPP dan KP2KP.

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 Sm.1

Target 23,00% 47,00% 47,00% 70,00% 70,00% 90,00% 90,00%

Realisasi 28,49% 86,10% 86,10% 99.10% 99,10% 95,10% 95,10%

Capaian 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 105,61% | 105,61%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-1V Tahun 2024
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a. Deskripsi Sasaran Strategis
Organisasi yang berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu
mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan
organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta
proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan
tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian

Keuangan.

b. Definisi IKU

Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022
tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain

diatur bahwa:

3. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan
sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam
rangka mencapai tujuan organisasi.

4. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan.

5. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen
kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen
kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

6. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi,
yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan
manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan

organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.
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Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur
manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur

UPK-Three terdiri atas:
a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;

b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas
membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit
organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor
pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon Il di Lingkungan

Kementerian Keuangan; dan

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas
membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit
organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor
pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon Il di Lingkungan

Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon Il di lingkungan DJP adalah

sebagai berikut:

a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor

Pelayanan Pajak; dan

b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah

Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Implementasi Manajemen Risiko
Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang

berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

96



Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang
didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat
yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam
pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan
kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan
kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022
adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko,
dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang
bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level
Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada
bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah
sebagai berikut:

a. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung
tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada
Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi
Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)

(poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan

namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan
yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan
dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya
pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10

(2,5 poin untuk setiap triwulan)).
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3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan
tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada
Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi
Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1
poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin O,

menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko
Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan
Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang
selesai dijalankan). Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko
berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko
sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk

tiap rencana aksi sebesar 100%.

c. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen
Risiko

d. Realisasi IKU
Pada tahun 2024, realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen
Kinerja dan Manajemen Risiko yang merupakan IKU baru di tahun 2024 adalah

sebesar 105,61%.
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2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya.

Realisasi Realisasi = Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Indeks Efektivitas
Implementasi
Manajemen Kinerja
dan Manajemen Risiko

- - - - 105,61%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2024

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen

Risiko baru ada di tahun 2024 dan KPP Pratama Kupang berhasil mencapai

realisasi sebesar 105,61%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU ini adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi manajemen kinerja di
dalam agenda rapat pembinaan setiap bulan.

2. Melaksanakan rapat DKRO di awal waktu untuk menentukan rencana aksi

atas evaluasi kegiatan periode sebelumnya.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang telah

disepakati dalam Dokumen Manajemen Risiko.

3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU
Capaian untuk IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja
dan Manajemen RIsiko sangat bergantung kepada synergy dari board of directors,
pemahaman proses bisnis dan komitmen bersama antara seluruh bagian dan
person in charge dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya berdasarkan

rencana kegiatan yang telah disepakati Bersama.

4. Rencana aksi tahun 2025:
e Penyampaian Imbauan terkait Pelaksanaan Manajemen Kinerja oleh

pimpinan Unit;
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¢ Melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO);

e Penyusunan Surat Keputusan Struktur Pemilik Risiko Unit Kerja;

e Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko berupa (Piagam, Form |, Form
II, Form Il dan Rencana Kontigensi;

e Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko
Triwulanan;

e Pengiriman Laporan NKO Triwulanan Kepada Kanwil;

e Pengiriman Laporan Pemantauan Triwulanan Rencana Aksi Mitigasi
Risiko melalui Periskop DJP; dan

e Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahunan.

Sasaran Strategis 10 : Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
Sasaran Strategis ini mengampu satu indikator kinerja utama yaitu Indeks

Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R

Target 100,00%

100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% [ 100,00% | 100,00%

Realisasi 55,98% 88,70% 88,70% 95,88% 95,88% | 120,00% | 120,00%

Capaian 55,98% 88,70% 88,70% 95,88% 95,88% | 120,00% | 120,00%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Triwulan I-IV Tahun 2024

a. Deskripsi Sasaran Strategis
Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi,
akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan

fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan
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praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi
dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil

berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA),
harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat,
efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah
direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan
anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan
dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran;
dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

c. Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada
PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulanl s.d Triwulan Ill = 100% x IKPA dengan

nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target

91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV Formula Konversi Tw IV Kriteria Indeks

100 < X < 120 100 (gi)a%iza;i*iKKPA ~ | (91,00<Realisasi IKKPA<95,00)
100 100 Realisasi IKKPA = 91,00

go<x<100 |07 (Real,isgss‘isufKPA 80| (30 00<Realisasi IKKPA<91,00)
80 ' ’80 Realisasi IKKPA = 80,00
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d. Realisasi IKU
Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPP
Pratama Kupang tahun 2023 dan 2024 berhasil melampaui target yang telah

diamanatkan dengan realisasi maksimal di angka 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya.

Tahun Tahun Tahun Tahun
2021 2022 2023 2024

LEL
2020

Nama IKU

Realisasi | Realisasi Realisasi Realisasi Realisas

Indeks Kinerja
Kualitas
Pelaksanaan
Anggaran

) ) - 120,00% | 120,00%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Kupang Tahun 2023 dan Tahun 2024

Capaian realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran
tahun 2024 sebesar 120%. Upaya yang dilakukan dalam capaian IKU ini
adalah:

1. Melakukan rapat penyusunan rencana penarikan dana pada setiap awal
periode triwulan.

2. Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran atas rencana penarikan
dana yang telah disusun setiap bulan untuk mengetahui adanya
ketidaksesuain pelaksanaan anggaran.

3. Melibatkan seluruh seksi untuk menyampaikan daftar kebutuhan barang
operasional maupun alokasi anggaran perjalanan dinasnya setiap awal
triwulan. Hasil kompilasi kegiatan ini dipergunakan sebagai dasar
perencanaan anggaran.

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan belanja modal
pembangunan rumah negara dan kantor KP2KP Baa.

3. Penjelasan dan analisa pendukung atas IKU
Capaian realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran
membutuhkan perencanaan pelaksanaan anggaran yang akurat agar mudah

dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.
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4. Rencana aksi tahun 2025:

¢ Melakukan rapat penyusunan rencana penarikan dana setiap awal periode
triwulan dan melakukan evaluasi pelaksanaan anggarannya setiap bulan.

¢ Melakukan koordinasi dengan pihak KPPN, Kanwil Perbendaharaan, Bagian
Keuangan Kanwil DJP Nusa Tenggara dan Kantor Pusat DJP.

e Bersinergi dengan semua seksi untuk memperoleh rencana kebutuhan
belanja barang dan alokasi dana perjalanan dinas.

e Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan belanja modal
pembangunan rumah negara dan kantor KP2KP Baa.

¢ Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan belanja modal

pembangunan rumah negara KP2KP Kalabahi.

Berdasarkan uraian di atas, total Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Kupang
Tahun 2024 dari keempat perspektif yang ada yaitu sebesar 108,38% dengan predikat

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Istimewa.

Dokumen Nilai atas Capaian Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Kupang tahun

2024 (dapat di lihat pada bagian akhir lampiran Laporan Kinerja ini).

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, disamping
dukungan sumber daya manusia yang akan menjalankan program dan kegiatan, diperlukan
dukungan sumber keuangan guna membiayai program dan kegiatan yang mendukung
program tematik APBN vyaitu Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang

dibiayai dari sumber DIPA.

Realisasi penggunaan dana DIPA seluruhnya sebesar Rp.13.756.200.083,00

dengan rincian sebagai berikut:
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a. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.928,604,000 (92.16%) dari total pagu
Rp.1,007,623,000

b. Realisasi Belanja Barang, Jasa, dan Pemeliharaan Tahun anggaran 2024 adalah
sebesar Rp.6,629,110,327 (91,89%) dari total pagu Rp.7,213,919,000; dan

c. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp.6,198,485,756 (97,37%) dari total Pagu

Rp.6,366,135,000.

Realisasi penggunaan dana DIPA dengan rincian sesuai program dan kegiatan

dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini
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JUMLAH SELURUHNYA

CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara
Cc.4791  Ekstensifikasi Penerimaan Negara
BMA Data dan Informasi Publik

Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan dalam rangka ekstensifikasi

BMA.004
%os Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
BMA.005 Formulir Kegiatan Pengumpulan Data
o5 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
BMB Komunikasi Publik
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan
100 Tidak Ada Komponen
BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan
100 Tanpa Komponen
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum
BCE Penanganan Perkara
BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif
100 Tidak Ada Komponen
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan
BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan
100 Tidak Ada Komponen

Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan Dalam Rangka Pengawasan

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

BIG.004

BIG.005 Laporan Penilaian
100 Tidak Ada Komponen
WA Program Dukungan Manajemen
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
CAN.003  Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
100 Tidak ada komponen
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
EBA.001 Kerumahtanggaan
100 Tidak Ada Komponen
EBA.994 Layanan Perkantoran
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal
EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran
100 Tidak Ada Komponen
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
EBA.994 Layanan Perkantoran

001 Gaji dan Tunjangan

14,577,137,000

2,400,023,000
1,419,436,000
1,419,436,000

406,361,000

406,361,000
1,013,075,000
1,013,075,000

270,560,000

270,560,000

240,560,000

240,560,000

30,000,000
30,000,000

710,027,000

284,363,000

284,363,000

284,363,000

425,664,000

109,676,000

109,676,000

242,026,000

242,026,000
73,962,000
73,962,000

12,177,114,000
11,169,491,000
98,872,000
98,872,000
98,872,000
4,740,427,000

147,644,000

147,644,000

4,592,783,000
4,592,783,000
6,330,192,000
404,540,000
404,540,000
1,007,623,000
1,007,623,000
1,007,623,000
1,007,623,000

8,643,616,977

1,742,110,943
1,231,545,718
1,231,545,718

354,211,400

354,211,400
877,334,318
877,334,318
185,360,289
185,360,289
175,524,930
175,524,930
9,835,359
9,835,359
325,204,936
124,496,538
124,496,538
124,496,538
200,708,398
29,355,196
29,355,196

167,411,702

167,411,702
3,941,500
3,941,500

6,901,506,034
6,068,828,034
81,825,551
81,825,551
81,825,551
3,921,876,293

100,242,821

100,242,821

3,821,633,472
3,821,633,472
2,065,126,190
116,079,700
116,079,700

832,678,000

832,678,000

832,678,000

832,678,000

5,112,583,106

327,293,783
137,303,497
137,303,497

44,374,000

44,374,000
92,929,497
92,929,497
24,062,500
24,062,500
12,062,500
12,062,500
12,000,000
12,000,000
165,927,786
73,815,613
73,815,613
73,815,613
92,112,173
71,220,000
71,220,000

20,892,173

20,892,173

0

0
4,785,289,323
4,689,363,323
7,698,500
7,698,500
7,698,500
583,379,872
3,900,000
3,900,000
579,479,872
579,479,872
4,098,284,951
271,082,672
271,082,672
95,926,000
95,926,000
95,926,000
95,926,000

13,756,200,083

2,069,404,726
1,368,849,215
1,368,849,215

398,585,400

398,585,400
970,263,815
970,263,815
209,422,789
209,422,789
187,587,430
187,587,430

21,835,359

21,835,359
491,132,722
198,312,151
198,312,151
198,312,151
292,820,571
100,575,196
100,575,196

188,303,875

188,303,875
3,941,500
3,941,500

11,686,795,357
10,758,191,357
89,524,051
89,524,051
89,524,051
4,505,256,165

104,142,821

104,142,821

4,401,113,344
4,401,113,344
6,163,411,141
387,162,372
387,162,372

928,604,000

928,604,000

928,604,000

928,604,000

94.37 %

86.22 %
96.44 %
96.44 %

98.09 %

98.09 %
95.77 %
95.77 %
77.40 %
77.40 %
77.98 %
77.98 %
72.78 %
72.78 %
69.17 %
69.74 %
69.74 %
69.74 %
68.79 %
91.70 %
91.70 %

77.80 %

77.80 %
5.33%
5.33%

95.97 %

96.32 %

90.55 %

90.55 %

90.55 %

95.04 %

70.54 %

70.54 %

95.83 %

95.83 %
97.37 %
95.70 %
95.70 %

92.16 %

92.16 %

92.16 %

92.16 %

Table Data Pagu dan Realisasi DIPA Tahun 2024

Berdasarkan realisasi penggunaan dana operasional yang dimiliki Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Kupang pada tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa telah

dilakukan upaya efisiensi anggaran yang berorientasi pada hasil yang dicapai, dan

mempunyai efektivitas yang baik karena dana yang dikeluarkan dipergunakan sesuai
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dengan kebutuhan dan memberikan manfaat guna menunjang tugas dan fungsi Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

KPP Pratama Kupang pada tahun 2024 telah berhasil melaksanakan berbagai
langkah efisiensi yang signifikan dalam pemanfaatan sumber daya di beberapa aspek.
Upaya ini tidak hanya berdampak pada pengurangan biaya, tetapi juga meningkatkan
efektivitas dan produktivitas secara keseluruhan. Beberapa aspek yang telah dilakukan

efisiensi adalah sebagai berikut:

A. Efisiensi Anggaran
KPP Pratama Kupang telah mengelola anggaran, dengan
mengoptimalkan alokasi dana untuk setiap program dan kegiatan. Proses
perencanaan anggaran yang lebih terstruktur sehingga memastikan dana yang
tersedia digunakan secara maksimal untuk kepentingan operasional dan
pengembangan, tanpa pemborosan. Penggunaan teknologi untuk perencanaan
dan pemantauan anggaran juga turut membantu dalam meminimalkan kesalahan

serta mempercepat proses pengambilan keputusan.

B. Efisiensi Sumber Daya Manusia
Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan meminimalkan penggunaan biaya, pegawai KPP
Pratama Kupang melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang lebih
fokus pada kebutuhan strategis dengan cara mengikuti elearning dalam bentuk
Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) melalui media elektronik seperti KLC, StudiA dll
sehingga dana/biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas keluar kota dapat di

minimalisir.
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D. PENGHARGAAN/ACHIEVEMENT

Pada Tahun 2024, KPP Pratama Kupang memperoleh beberapa penghargaan
atas kinerja unit, diantaranya:

a. KPP Pratama Kupang sebagai unit kerja yang berhasil mencapai kinerja melebihi
target Penerimaan Pajak Tahun 2023 dari Direktur Jenderal Pajak;

b. KPP Pratama Kupang sebagai KPP Pengemas Dokumen Perpajakan Terbaik
Pertama Kanwil DJP Nusa Tenggara — Tahun 2023 dari Kepala Kantor Pengolahan
Data dan Dokumen Perpajakan Makassar;

c. KPP Pratama Kupang sebagai Peringkat | (Pertama) unit kerja dengan Jumlah
Penyampaian Laporan Pengamatan Tertingi Tahun 2023 Lingkungan Kantor Wilayah
DJP Nusa Tenggara dari Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara,

d. KPP Pratama Kupang sebagai Peringkat Il (Kedua) unit kerja dengan Capaian PKM
Pemeriksaan Terbaik Tahun 2023 Lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
dari Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara;

e. KPP Pratama Kupang sebagai Peringkat Il (Ketiga) unit kerja dengan jumlah
perubahan perilaku bayar Tertinggi Tahun 2023 Lingkungan Kantor Wilayah DJP
Nusa Tenggara dari Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara;

f. KPP Pratama Kupang sebagai unit kerja dengan Kinerja Penerimaan Terbaik Tahun
2023 Lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara dari Kepala Kantor Wilayah
DJP Nusa Tenggara;

g. KPP Pratama Kupang sebagai unit kerja yang telah mencapai Target Penerimaan
sesuai Perpres-75 Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
dari Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara;

h. KPP Pratama Kupang sebagai unit kerja yang telah mencapai Target Kepatuhan SPT
Tahunan Tahun 2023 di lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara dari Kepala

Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara; dan
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i. KP2KP Baa sebagai peringkat kedua Unit Kerja Pengelola Media Sosial (Taxmin)
Terbaik Tingkat KP2KP Tahun 2024 dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan

Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP .

(Lampiran Dokumen Penghargaan dapat dilihat pada bagian akhir Laporan Kinerja ini).

Capaian realisasi IKU dan sejumlah penghargaan yang diperoleh oleh KPP
Pratama Kupang tidak akan tercapai tanpa adanya partisipasi dan dukungan dari berbagai
unsur baik itu internal maupun stakeholder. Untuk mempermudah capaian kinerjanya maka
KPP Pratama Kupang membuat dan terus mengembangkan beberapai inovasi

diantaranya:

a. Inovasi DARA DESAKU (DAsboard Monitoring Dana Desa)
Tujuan dikembangkan inovasi ini yaitu sebagai berikut:

o KPP Pratama Kupang dapat mewujudkan pengawasan pembayaran pajak
desa atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang
efektif dan efisien;

e Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Bendahara Desa mengetahui dan
memahami pentingnya kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak;
dan

e KPP Pratama Kupang dapat meningkatkan penerimaan negara dari
pembayaran pajak desa atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes).

Harapan dengan adanya inovasi ini yaitu Wajib Pajak Bendahara Desa
memahami pentingnya kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas
realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga berdampak

kepada peningkatan penerimaan negara.
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b. Inovasi MEI BE SONDE (Media Eksternal Internal BErsama Tim SONDE)

Inovasi Mei Be Sonde (Media Eksternal Internal bersama Tim SONDE)
merupakan inovasi pengelolaan kehumasan komprehensif yang mendukung
terjalinnya kerja sama antara media eksternal (media cetak dan media online) dan
media internal (KPP Pratama Kupang). Dikarena Cakupan wilayah kerja KPP
Pratama Kupang yang luas yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote
Ndao, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Sabu Raijua. Luasnya wilayah kerja ini akan
berdampak tingginya cost of compliance apabila wajib pajak harus menempuh jarak

yang jauh ke kantor pajak hanya untuk mencari informasi perpajakan.

Sehingga tujuan dikembangkannya inovasi ini yaitu Informasi perpajakan
yang diberikan dapat menjangkau wajib pajak yang lebih luas. Wajib pajak juga
menjadi lebih mudah dalam memperoleh informasi seputar perpajakan tanpa harus

datang langsung ke kantor pajak.

c. Layanan Perpajakan Online Satu Pintu (SAPI KOE)

SAPIKOE merupakan inovasi berupa portal layanan terpadu KPP Pratama
Kupang yang memuat seluruh kebutuhan pelayanan Wajib Pajak berupa unduh
formulir, layanan live chat sampai dengan sarana promosi UMKM.

Inovasi Layanan Online Satu Pintu juga diharapkan dapat meringkas menu
pada laman pajak.go.id sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk mengakses
informasi perpajakan. Tujuan dari inovasi ini antara lain:

e Memberikan layanan kepada Wajib Pajak secara maksimal dengan
memberikan kemudahan untuk mengakses informasi perpajakan melalui satu
portal; dan

¢ Memudahkan Wajib Pajak dalam memperoleh pelayanan perpajakan dengan

lancar tanpa harus datang ke Kantor Pajak
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d. ES KELAPA (Spreadsheet Kelebihan Pembayaran Pajak/SPT Lebih Bayar)
Inovasi berbentuk spreadsheet yang menyajikan informasi mengenai
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sedang diproses oleh
KPP Pratama Kupang baik oleh Seksi Pelayanan untuk pengembalian pendahuluan
maupun oleh Seksi P3/FPP untuk pemeriksaan restitusi.
Dengan didasari adanya potensi risiko serta identifikasi kelemahan sistem
informasi DJP, inovasi ES KELAPA hadir dengan tujuan antara lain sebagai berikut:
¢ Menjadi alat pengendalian yang komprehensif dimulai dari proses pelaporan
SPT LB sampai dengan administrasi pengembalian.
¢ Menggabungkan pengendalian untuk keseluruhan kegiatan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak yaitu pengembalian pendahuluan yang
diproses oleh fungsional penyuluh dengan kegiatan pemeriksaan pajak yang
dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak.
o Memberikan informasi real time kepada stakeholder mengenai keseluruhan
proses pengembalian yang sedang berjalan baik melalui pengembalian

pendahuluan maupun pemeriksaan pajak.

e. Inovasi JUST TRIPLE C (Juru Sita Call, Collect, Clear)

Inovasi JUST TRIPLE C (Juru Sita Call, Collect, Clear) merupakan inovasi
pengiriman pesan kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak melalui sarana
whatsapp. Pesan ini dikirim langsung oleh nomor resmi KPP Pratama Kupang yang
dapat divalidasi pada website www.pajak.go.id dan ditujukan ke homor Wajib Pajak
yang terdaftar pada sistem DJP.

Tujuan dikembangkannya inovasi ini diantaranya:

e Peningkatan penerimaan pajak dari fungsi penagihan pajak yang dapat
dibuktikan secara empiris.
¢ Peningkatan kualitas layanan penagihan pajak kepada Wajib Pajak.

e Peningkatan jangkauan tindakan penagihan pajak.
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f. Inovasi PANTAI (Penggalian potensi Atas pengalihaN TAnah dan/atau Bangunan
dengan Kolaborasi antar Seksl)

Inovasi Pantai merupakan kegiatan penggalian potensi komprehensif dari
aktivitas ekonomi transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan

memanfaatkan data apportal dan data laporan PPAT.

Tujuan utama dikembangkan inovasi ini adalah membantu pencapaian
targer PKM KPP Pratama Kupang dengan fokus penggalian potensi pada:
e Aspek kebenaran dan kewajaran nilai pengalihan;
o Aspek ketepatan penggunaan tarif 1% untuk penyerahan rumah subsidi
o Aspek ketepatan pemberian fasilitas pembebasan PPN Pembelian Rumah
Subsidi; dan

¢ Aspek pemenuhan ketentuan perpajakan dalam transaksi hibah di sisi pemberi

dan penerima.
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BAB IV
PENUTUP

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan
kinerja KPP Pratama Kupang di Tahun 2024 walaupun berjalan di tengah berbagai
ketidakpastian namun menunjukan hasil yang sangat baik. Dari keseluruhan 20 IKU
Kemenkeu Three masih terdapat satu Indikator Kinerja Utama masih kurang optimal. Namun,
capaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) lainnya menunjukkan hasil yang sangat baik,
bahkan mencapai nilai maksimum 120%. KPP Pratama Kupang berhasil mencapai target

penerimaan pajak yang diamanatkan sebesar 100.50%.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPP Pratama Kupang Tahun 2024 diharapkan
dapat memberikan gambaran kinerja KPP Pratama Kupang Tahun 2024 dan dapat menjadi

panduan pelaksanaan tugas di tahun 2025.

Kupang, 31 Januari 2025

Kepala Kantor

Rimedi Tarigan
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PERJANJIAN KINERJA

NOMOR PK-13A/WP].31/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan
Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi
Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang
Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

= Presiden
= DPR
* Menteri Keuangan

= BPK Penerimaan negara dari
= Masyarakat

sektor pajak yang optimal
= Direkiur Jenderal Pajak

— / \
2

3
Kepatuhan tahun berjalan Kepatuhan tahun

| / yang tinggl sebelumnya yang tinggi

1

Pelayanan, Edukasi, Kehumasan dan Pengawasan Pembayaran Masa | ‘ Pengujian Kepatuhan Materisl Panegakan Hukum
4 5 1] T
Edukasi dan Pengawasan Pengujian kepatuhan material Penegakan hukum yang
pelayanan yang pembayaran yang efektil afektif
afektif masa yang efektif

. i/ Pmmlun;nammimn %

Pengelolaan Keuangan
SDM yang adaptif yang akuntabel




KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA

No.

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

NEREIEN
Program/Kegiatan

Penerimaan negara dari

sektor pajak yang

optimal

Indikator Kinerja

01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak
bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Kepatuhan tahun
berjalan yang tinggi

02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari

kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

02b-CP  Persentase capaian tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan

Orang Pribadi

Kepatuhan tahun
sebelumnya yang tinggi

03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Edukasi dan pelayanan
yang efektif

04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar
atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

04b-N Indeks
Penyuluhan

Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas

Pengawasan
pembayaran masa yang
efektif

05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

Pengujian
material yang efektif

kepatuhan

06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan
atas data dan/atau keterangan

06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

06¢c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib
Pajak KPP tepat waktu

Penegakan hukum Yang
efektif

07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

07b-CP Tingkat efektivitas penagihan

07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan




Sasaran
Program/Kegiatan

berkualitas

08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan
Data dan informasi yang | Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Indikator Kinerja

08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan
Kegiatan Kebintalan SDM

Pengelolaan Organisasi
dan SDM yang adaptif

09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen Kkinerja
dan manajemen risiko

Pengelolaan  keuangan
yang akuntabel

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Program/ Kegiatan Tahun 2024

A. Program pengelolaan Penerimaan Negara
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

B. Program Dukungan Manajemen
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM

Total

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara

Samingun

Anggaran
2,292,796,000
1,312,209,000

270,560,000
710,027,000

12,295,365,000

11,302,844,000
992,521,000

14,588,161,000

Kupang, 02 September 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

Rimedi Tarigan




RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Target
SS/IKU §S dan IKU Q1 ‘ Q2 |5mt-1‘ Q3 s.d.Q3‘ Q4 | Y

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Persentase realisasi penerimaan pajak 16%

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan
pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM)

Persentase capaian tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material
(PKM)

Edukasi dan pelayanan yang efektif

Persentase perubahan perilaku lapor dan
bayar atas Kkegiatan edukasi dan
penyuluhan

Indeks Kepuasan Pelayanan  dan
Efektivitas Penyuluhan

Pengawasan pembayaran masa yang efekti

Persentase pengawasan pembayaran masa




SS/IKU

SS dan IKU

Pengujian kepatuhan material yang efektif

Target
01 ‘ Q2 |Smt.1‘ 03

s.d.Q3‘ Q4 | Y

Persentase penyelesaian permintaan
penjelasan atas data dan/atau keterangan

100%

Persentase pemanfaatan data selain tahun
berjalan

100%

Penegakan hukum yang efektif

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan
penilaian

Tingkat efektivitas penagihan

Persentase penyampaian
Pemeriksaan Bukti Permulaan

Data dan informasi yang berkualitas

Persentase penyelesaian Laporan
Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi
Perpajakan

Persentase penghimpunan data regional
dari ILAP

10%

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang ada

ptif

Tingkat Kualitas Kompetensi dan
Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

100

Indeks Penilaian Integritas Unit

Indeks efektivitas implementasi
manajemen kinerja dan manajemen risiko

Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan
anggaran
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Indeks
efektivitas
penyuluhan
dan pelayanan

(4b-N)

INISIATIF STRATEGIS

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

Inisiatif
Strategis

Memberikan
sarana dan
fasilitas kepada
Wajib Pajak
untuk
menyampaiakan
penilaian, saran,
dan masukan
terhadap
pelayanan yang
diberikan KPP
Pratama
Kupang
sebagai bahan

Output/

Outcome

Tingkat kepuasan
pengguna
Layanan DJP
meningkat

TAHUN 2024

Trajectory

Kegiatan

Q1lsd Q4:

- Malakukan
Penyuluhan dan
Sosialisasi dalam

rangka Edukasi ke

Stakeholder;

- Membuat kotak
kepuasan dan
memberikan lembar
survey terkait
pelayanan yang

Output

Q1 s.d. Q4:
Kepuasan
layanan di atas
90%);

Kepuasan
layanan di atas
90%;

- Penanganan
pengaduan terkait

Periode

Pelaksanaan

Januari-
Desember 2024

Penanggung
Jawab

Kepala Kantor
Pelayanan
Pajak

(Seksi
Pelayanan)

Biaya
(Rp)

o




evaluasi tingkat diberikan oleh layanan dengan

kepuasan petugas TPT kepada cepat dan tanggap;
Pelayanan Wajib Pajak;
- Menindaklanjuti

keluhan Wajib

Pajak terhadap

pelayanan yang
diberikan;

- Melakukan
Standarisasi
pelayanan di TPT

ses
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